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KATA PENGANTAR 
 
 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kota Blitar dapat diselesaikan. Laporan Kinerja 

merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi 

yang disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan 

merupakan bentuk akuntabilitas yang dipercayakan kepada setiap 

instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Blitar merupakan perwujudan bentuk akuntabilitas 

sebagai unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan 

sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dimandatkan kepada 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media 

pertanggungjawaban secara periodik berupa Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP). Hal terpenting yang diperlukan dalam 

penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi 

serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap 

pengukuran kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang 

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan 

anggaran. 

Tujuan penyususnan laporan ini adalah untuk memberikan 

gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi 

sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang 

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang 

ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan 

evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada 

hasil, baik berupa output maupun outcomes di masa mendatang. 
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Kepada semua pihak yang telah membantu dalam 

penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Blitar Tahun 2023 baik tenaga dan pikirannya diucapkan terima 

kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga Laporan Kinerja Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar ini dapat memberikan 

manfaat secara optimal. 

 

 
 

Blitar, 31 Januari 2024 

Kepala Dinas 

Kebudayaan Dan Pariwisata 

Kota Blitar 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 
 
 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Blitar ini merupakan bentuk pertanggungjawaban 

atas perjanjian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar.  

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana 

kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang 

telah ditetapkan dalam sasaran strategis, yang akan dilaksanakan 

oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar melalui kegiatan 

tahunan. Di dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian 

kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada 

tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja Tahun 

2023 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan 

anggaran, serta merupakana komitmen bagi Perangkat Daerah untuk 

mencapai dan melaksanakannya dalam tahun 2023. 

Adapun perjanjian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Blitar Tahun 2023 meliputi : 

1. Sasaran Strategis 1) : “Meningkatnya kualitas kegiatan seni 

budaya” dengan indikator “Persentase kelompok seni budaya 

yang aktif”, dengan target kinerja 65% dan mencapai realisasi 

87%. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,42 dan 

dapat dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 

133,85% membutuhkan anggaran sebesar 94,50%. 

 Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut : 

a. Masih adanya kesadaran para pelaku-pelaku seni untuk 

berkreasi mengembangkan jati diri etnisitasnya. 

b. Adanya peran aktif pemerintah dalam kegiatan kreatif kesenian. 

Walaupun indikator ini dikatakan sangat berhasil, akan tetapi 

masih ada kendala – kendala yang dihadapi dalam melaksanakan 

tugas antara lain : 

 Kurangnya kreativitas beberapa kelompok seni budaya dalam 

pertumbuhan dan perkembangan seni. 

 Pembinaan terhadap kelompok seni budaya yang ada, masih 

belum maksimal. 

Untuk menjaga agar indikator ini tetap berhasil, maka action plan 

yang akan dilaksanakan adalah : 
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 Mengoptimalkan peningkatan pembinaan terhadap kelompok 

seni budaya yang ada, dengan memberikan ruang untuk 

berkreasi mengembangkan jati diri. 

 Mengoptimalkan penertiban layanan kartu induk kesenian. 

 Meningkatkan partisipasi kelompok seni budaya dalam event 

budaya. 

 

2. Sasaran Strategis 2) : “Meningkatnya kunjungan wisatawan di 

Kota Blitar” dengan indikator “Persentase peningkatan 

kunjungan wisatawan di Kota Blitar”, dengan target kinerja 

9,30% dan mencapai realisasi 32,52%. Tingkat efisiensi 

penggunaan sumber daya sebesar 3,69 dan dapat dikatakan tidak 

efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 349,68% 

membutuhkan anggaran sebesar 94,64%. Capaian kinerja yang 

tinggi seyogyanya juga didukung dengan anggaran yang tinggi. 

Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut : 

a. Adanya event-event daerah, sehingga meningkatkan jumlah 

wisatawan yang berkunjung.  

Walaupun indikator ini dikatakan sangat berhasil, akan tetapi 

masih ada kendala – kendala yang dihadapi dalam melaksanakan 

tugas antara lain : 

 Belum optimalnya pengelolaan promosi dan paket pariwisata. 

 Belum adanya Perda tentang Pariwisata. 

 Belum optimalnya pengembangan kawasan pariwisata baik yang 

sudah ada maupun kawasan baru. 

 Kurangnya kompetensi terhadap insan pariwisata. 

 Belum optimalnya pemasaran pariwisata berbasis digital. 

Untuk menjaga agar indikator ini tetap berhasil, maka action plan 

yang akan dilaksanakan adalah : 

 Melaksanakan pengelolaan promosi dan paket pariwisata dengan 

optimal. 

 Mengajukan draf perda tentang Pariwisata. 

 Melaksanakan optimalisasi pengembangan kawasan pariwisata 

baik yang sudah ada maupun kawasan baru. 

 Melaksanakan pengembangan kompetensi untuk insan 

pariwisata. 
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 Melaksanakan pemasaran pariwisata berbasis digital. 

 

3. Sasaran Strategis 3) : “Meningkatnya aktifitas ekonomi kreatif” 

dengan indikator “Persentase meningkatnya jumlah kegiatan 

ekonomi kreatif”, dengan target kinerja 0,12% dan mencapai 

realisasi 0,12%. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 

1,01 dan dapat dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja 

sebesar 100% hanya membutuhkan anggaran  sebesar 99,03%.  

Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut : 

a. Pelaku ekonomi kreatif aktif mengembangkan dan meningkatkan 

ketrampilan.  

b. Kemajuan teknologi mendukung pengembangan ide inovasi para 

pelaku ekonomi kreatif. 

Walaupun indikator ini dikatakan sangat berhasil, akan tetapi 

masih ada kendala – kendala yang dihadapi dalam melaksanakan 

tugas antara lain : 

 Kurangnya kapasitas terhadap digitalissi para pelaku ekonomi 

kreatif. 

 Kurang optimalnya pengelolaan data pelaku ekonomi kreatif. 

 Masih lemahnya kesadaran pelaku ekonomi kreatif untuk 

melakukan perijinan. 

Untuk menjaga agar indikator ini tetap berhasil, maka action plan 

yang akan dilaksanakan adalah : 

 Mengoptimalkan pembinaan dan pelatihan tentang digitalisasi 

terhadap para pelaku ekonomi kreatif. 

 Mengoptimalkan pengelolaan data pelaku ekonomi kreatif. 

 Melakukan pendampingan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk 

melakukan perijinan. 

 

4. Sasaran Strategis 4) : “Meningkatnya kinerja perangkat 

daerah” dengan indikator “Nilai SAKIP PD”, dengan target kinerja 

A (83,70) dan mencapai realisasi A (85,07). Tingkat efisiensi 

penggunaan sumber daya sebesar 1,03 dan dapat dikatakan 

efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 101,64% hanya 

membutuhkan anggaran sebesar 98,12%. 
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Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut : 

a. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan unit kerja untuk 

menciptakan good governance dan clean governance di 

lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 

b. Dalam melaksanakan tugas berorientasi pada kinerja.  

Walaupun indikator ini dikatakan sangat berhasil, akan tetapi 

masih ada kendala – kendala yang dihadapi dalam melaksanakan 

tugas antara lain : 

 Kurang optimalnya penyusunan rencana aksi dalam pencapaian 

kinerja. 

 Kurang optimalnya data kinerja yang relevan.  

Untuk menjaga agar indikator ini tetap berhasil, maka action plan 

yang akan dilaksanakan adalah : 

 Mengoptimalkan penyusunan rencana aksi dalam pencapaian 

kinerja dan memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi 

rencana aksi dan pengukuran kinerja untuk penyesuaian 

strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja. 

 Mengoptimalkan perolehan data kinerja yang relevan, valid dan 

mudah ditelusuri sumber datanya dalam pengukuran capaian 

kinerja. 

 Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 

untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja, perbaikan 

dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi. 

 

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang 

ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang 

perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Blitar ke depan. Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan 

bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar dalam perbaikan 

kinerja di tahun yang akan datang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Mekanisme evaluasi dan pembinaan atas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Instruksi Presiden 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan 

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, 

menempatkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi 

salah satu tolok ukur untuk melihat tingkat keberhasilan atau 

bahkan sebuah kegagalan terhadap kinerja sasaran strategis yang 

didukung oleh pemerintah daerah. 

Disamping sebagai kewajiban, maka Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) pada hakekatnya merupakan kebutuhan 

pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan 

yang berkualitas, dalam arti mengalami peningkatan/penurunan 

baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil-hasilnya.  

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga 

dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat 

pelaksanaan kinerja organisasi. Program dan kebijakan merupakan 

amanat yang harus diselenggarakan karena merupakan bagian dari 

proses penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Keberhasilan 

atau kegagalan dari kinerja sasaran strategis perangkat daerah akan 

berpengaruh pada LKjIP Daerah secara keseluruhan. Dengan 

demikian Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota 

Blitar diharapkan dapat menjadi : 

1. Umpan balik bagi peningkatan kinerja; 

2. Wahana untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan 

kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

instansi;  
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3. Daya dorong bagi SKPD lain untuk menyelenggarakan tugas 

umum dan pembangunan daerah secara baik sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta 

Peraturan Walikota Blitar Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan Dan 

Pariwisata, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan 

dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris 

Daerah, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan 

urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan bidang pariwisata 

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Untuk 

menjalankan tugas pokoknya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Blitar melaksanakan fungsi sebagai berikut : 

1. Perumusan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata 

berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata; 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan dan 

pariwisata; 

4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kebudayaan dan 

pariwisata; 

5. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata; 

6. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan 

pariwisata dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan 

pariwisata;  

7. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang 

kebudayaan dan pariwisata; 

8. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan 

bekerja di lingkungan kantor; 

9. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) 

dan Standar Operasional Prosedur (SOP); 

10. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 
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11. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara 

periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan; 

12. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kebudayaan dan 

pariwisata; 

13. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah; 

14. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporn 

pelaksanaan tugas bidang kebudayaan dan pariwisata; 

15. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan 

kebudayaan; 

16. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pembinaan 

sejarah; 

17. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pelestarian dan 

pengelolaan cagar budaya; 

18. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan peningkatan 

daya tarik destinasi pariwisata; 

19. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemasaran 

pariwisata; 

20. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan 

sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; 

21. Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata; dan 

22. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Adapun susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Blitar, terdiri atas :  

1. Sekretariat yang membawahi Sub Bagian Umum, Keuangan dan 

Kepegawaian;  

2.  Bidang Kebudayaan;  

3.  Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;  

4.  Bidang Pengelolaan Kawasan Pariwisata; 

5.  Kelompok Jabatan Fungsional 

yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Dinas. 
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Sedangkan fungsi yang melekat dari masing-masing 

organisasi yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar 

itu antara lain : 

 

1. Sekretariat Dinas  

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam 

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab 

kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan 

pelayanan administrasi di lingkungan dinas meliputi perencanaan, 

pengkoordinasian tugas pada bidang-bidang, pengelolaan 

administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, 

kearsipan dan administrasi keuangan. Untuk menjalankan tugas , 

Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan fungsi 

sebagai berikut : 

1.  Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan 

kebudayaan dan pariwisata berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan kebijakan pemerintah daerah; 

Bagan 1.1 
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 
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2.  Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan 

perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu; 

3.  Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan 

program/kegiatan Sekretariat; 

4. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan 

Publik (SPP); 

5. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), 

Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); 

6.  Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran 

(RKA); 

7. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan 

Pelaksanaan Anggaran (DPPA); 

8. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas 

dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas; 

9.  Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, pelaksanaan 

tata laksana serta mekanisme kerja perangkat daerah dan 

fasilitasi pengusulan produk hukum lainnya; 

10. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan 

administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan 

keuangan; 

11. Pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, 

tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan; 

12. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga 

dan tata usaha Dinas; 

13. Fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Perubahan 

Penetapan Kinerja; 

14. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi 

perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan 

penyelenggaraan rapat-rapat dinas; 

15. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penatausahaan keuangan; 

16. Fasilitasi pelaksanaan perbendaharaan belanja; 

17. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli 

daerah; 
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18. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik 

daerah; 

19. Fasilitas pelaksanaan pembelian/pengadaan atu pembangunan 

aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 

20. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang 

digunakan dalam rangka penyelenggaraan dan tugas pokok dan 

fungsi; 

21. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan laporan kinerja 

pelaksanaan urusan pemerintah; 

22. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan 

masyarakat di urusan kebudayaan dan pariwisata; 

23. Fasilitasi pelaksanaan pengukuran pendapat pelanggan secara 

periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan; 

24. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan; 

25. Fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP); 

26. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya 

terkait layanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata secara berkala 

melalui sub domain website pemerintah daerah; 

27. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan informasi 

dan publikasi; dan 

28. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Sekretariat Dinas membawahi 1 Sub Bagian yaitu : 

a. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian. 

Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian dipimpin 

oleh Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian, yang 

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Sekretaris. 

Untuk menjalankannya, Sub Bagian Umum, Keuangan dan 

Kepegawaian melaksanakan tugas : 
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1. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan 

kebijakan operasional di bidang administrasi umum, keuangan, 

kepegawaian dan penatausahaan barang; 

2. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi 

dan pembinaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan 

penatausahaan barang; 

3. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau 

kegiatan Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; 

4. Menyelenggarakan kegiatan  pelayanan administrasi umum, 

penatausahaan barang, kepegawaian dan pengelolaan keuangan 

serta pertanggungjawaban keuangan; 

5. Melakukan penatausahaan keuangan Dinas dan pengelolaan 

urusan gaji pegawai Dinas, serta verifikasi surat 

pertanggungjawaban (SPJ); 

6. Penyiapan usulan pejabat pengelola keuangan di lingkup Dinas; 

7. Melaksanakan dan mengelola surat – menyurat dan tata 

kearsipan; 

8. Melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, 

upacara dan rapat dinas; 

9. Pengelolaan administrasi perjalanan dinas; 

10. Melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tata laksana; 

11. Melaksanakan dan pengendalian tata usaha pengadaan, 

pencatatan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan barang 

inventaris atau asset perangkat daerah sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

12. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan 

dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 

13. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat urusan 

kebudayaan dan pariwisata; 

14. Menyusun, mengelola dan memelihara data administrasi 

kepegawaian dan tugas-tugas kehumasan; 

15. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) 

dan Standar Operasional Prosedur (SOP); 

16. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 
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17. Melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara 

periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan; 

18. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, 

pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja 

administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan penatausahaan 

barang; dan 

19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. 

  

2. Bidang Kebudayaan. 

Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 

Kebudayaan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah 

dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas merumuskan 

kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan 

di Bidang Kebudayaan. Untuk menjalankan tugas, Bidang 

Kebudayaan menjalankan fungsi antara lain : 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas; 

2. Penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang 

kebudayaan; 

3. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan pelestarian 

budaya dan cagar budaya serta pengembangan seni budaya; 

4. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan 

kebudayaan, nilai tradisi dan kesenian daerah; 

5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan 

kebijakan operasional perfilman; 

6. Pelaksanaan dan penetapan kebijakan daerah di bidang 

penulisan dan pemahaman sejarah, serta inventarisasi, 

dokumentasi dan publikasi sejarah; 

7. Pelaksanaan dan penetapan kebijakan daerah mengenai kriteria 

sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga 

yang berjasa di bidang kebudayaan dan kerjasama di bidang 

kebudayaan; 
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8. Pembinaan pendampingan seni pertunjukan; 

9. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa 

kepada bangsa dan negara; 

10. Pelaksanaan pengelolaan, perlindungan dan pelestarian cagar 

budaya; 

11. Fasilitasi urusan pembinaan perfilman; 

12. Fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa; 

13. Fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dunia; 

14. Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang 

kebudayaan; 

15. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam 

daerah kota; 

16. Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya 

dalam daerah kota; 

17. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kota; 

dan 

18. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

3. Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Potensi 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dalam melaksanakan tugasnya 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang 

Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai 

tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program 

dan/atau kegiatan di bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif. Untuk menjalankan tugas, Bidang Pengembangan 

Potensi Pariwisata dan Ekonomi kreatif menjalankan fungsi : 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan potensi 

pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas; 

2. Penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang 

pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif; 
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3. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, 

prosedur dan kriteria bidang pengembangan potensi pariwisata 

dan ekonomi kreatif; 

4. Pengembangan sistem informasi pariwisata dan penerapan 

standarisasi bidang pariwisata; 

5. Menyiapkan data sebagai bahan penyelenggaraan kerja sama 

regional dan internasional di bidang pengembangan potensi 

pariwisata dan ekonomi kreatif; 

6. Menyelenggarakan kegiatan widya wisata; 

7. Menyelenggarakan kegiatan promosi wisata; 

8. Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi 

pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif; 

9. Melakukan pendataan hasil kerja di bidang pengembangan 

potensi pariwisata dan ekonomi kreatif; 

10. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan obyek wisata, 

daya tarik wisata, serta usaha jasa dan penyuluhan wisata; 

11. Melakukan inventarisasi dan penggalian potensi obyek wisata dan 

kawasan wisata; 

12. Melakukan pengembangan obyek wisata dan destinasi wisata 

museum PETA; 

13. Menyelenggarakan pemberdayaan perekonomian pada 

masyarakat lingkungan obyek wisata dan kawasan wisata; 

14. Melakukan pengembangan informasi pariwisata, pembentukan 

dan pengelolaan pusat pelayanan informasi pariwisata; 

15. Melakukan kegiatan kampanye sadar wisata dan sapta pesona; 

16. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja bidang 

pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif; 

17. Pembinaan dan pengendalian di bidang pengembangan potensi 

pariwisata dan ekonomi kreatif; 

18. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang 

pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif; 

19. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia 

pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar; 

20. Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif; 
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21. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi 

dan kawasan pstrategis pariwisata; dan 

22. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

4. Bidang Pengelolaan Kawasan Wisata 

Bidang Pengelola Kawasan Wisata dipimpin oleh Kepala 

Bidang Pengelola Kawasan Wisata yang dalam melaksanakan 

tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 

Dinas. Bidang Pengelola Kawasan Wisata mempunyai tugas 

merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program 

dan/atau kegiatan di bidang Pengelola Kawasan Wisata. Untuk 

menjalankan tugas, Bidang Pengelola Kawasan Wisata melaksanakan 

fungsi : 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelola Kawasan Wisata 

khususnya Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP) 

Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang berdasarkan 

peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas; 

2. Penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang 

Pengelola Kawasan Wisata khususnya Pusat Informasi Pariwisata 

dan Perdagangan (PIPP), Makam Bung Karno (MBK) dan Istana 

Gebang; 

3. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan kawasan 

wisata khususnya Pusat Informasi dan Perdagangan (PIPP), 

Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang; 

4. Perumusan kebijakan operasional Pengelola kawasan wisata 

khususnya Pusat Informsi Psriwisata dan Perdagangan (PIPP), 

Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang; 

5. Pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, pengawasan dan 

pengendalian sarana prasarana Kawasan Wisata khususnya 

Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), Makam Bung 

Karno (MBK) dan Istana Gebang; 

6. Peningkatan, pengembangan, penertiban, pengawasan dan 

pengendalian Kawasan Wisata khususnya Pusat Informasi 
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Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), Makam Bung Karno (MBK) 

dan Istana Gebang; 

7. Pengelolaan retribusi Bidang pengelolaan Kawasan Wisata 

khususnya Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), 

Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang; 

8. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana Kawasan 

Wisata khususnya Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan 

(PIPP), Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang; 

9. Penyusunan kebijakan standar, norma, kriteria, dan prosedur 

serta pemberin bimbingan teknis dan evaluasi Pengelola Kawasa 

Wisata khususnya Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan 

(PIPP), Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang; 

10. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan 

prasarana Kawasan Wisata khususnya Pusat Informasi Pariwisata 

dan Perdadangan (PIPP), Makam Bung Karno (MBK) dan Istana 

Gebang; 

11. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana 

Kawasan Wisata khusunya Pusat Informasi Pariwisata dan 

Perdagangan (PIPP), Makam Bung Karno (MBK) dan Istana 

Gebang; 

12. Pengkoordinasian kegiatan pembinaan dan pengembangan 

sumber daya manusia aparatur Pengelola Kawasan Wisata 

khusunya Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), 

Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang; 

13. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas operasional Pusat Informasi 

Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), Makam Bung Karno (MBK) 

dan Istana Gebang serta pengaturan petugas lapangan; 

14. Fasilitasi penyambutan dan mengarahkan kedatangan wisatawan 

ke Kawasan Wisata Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang 

serta memberikan pelayanan informasi yang dibutuhkan; 

15. Pengkoordinasian pemberian bantuan darurat kepada wisatawan 

yang membutuhkan pelayanan medis; 

16. Fasilitasi pemeliharaan kenyamanan, keamanan, ketertiban dan 

kebersihan Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), 

Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang; 
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17. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang Pengelola 

Kawasan Wisata; 

18. Pengelola daya tarik wisata; 

19. Pengelola kawasan strategis pariwisata; 

20. Pengelola destinasi pariwisata; 

21. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah; dan 

22. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

5. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan 

bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Dinas. Kelompok 

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai 

dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan 

Fungsional terdiri dari beberapa jabatan fungsional dan terbagi 

dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jenis, 

jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota 

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Jabatan fungsional diduduki oleh pejabat 

fungsional sesuai peraturan perundang-undangan. 

 

C. Maksud dan Tujuan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2023 disusun dengan 

maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar selama satu Tahun 2023, 

dengan tujuan : 

1) Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Pemerintah Kota Blitar, 

Provinsi, Pusat maupun Masyarakat; 

2) Memberikan informasi capaian sasaran pembangunan daerah 

guna penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan 

jangka menengah daerah (RPJMD Kota Blitar tahun 2021 – 2026); 

3) Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan 

kegiatan pembangunan daerah yang akan datang; 
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4) Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan 

dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang 

baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean 

government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola 

pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan 

partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP). 

 

D. Dasar Hukum 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas 

Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar tahun 2023 berdasarkan 

pada : 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - 

Undang; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan 

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara 

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;  

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang 

Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah; 

12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar 

Tahun 2005 - 2025; 

13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar 

Tahun 2021 – 2026; 

14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 

Anggaran 2023; 

16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Blitar Tahun 2023; 

17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang 

Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 21 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas 

Kebudayaan Dan Pariwisata; 

19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 

2022 – 2026; 
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20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 101 Tahun 2022 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Blitar Tahun Anggaran 2023; 

21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; 

22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2023 tentang 

Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2022 

tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023; 

23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 58 Tahun 2023 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023; 

24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 

Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat 

Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026; 

 

E. Aspek – Aspek Strategis 

1. Aspek Strategis Kebudayaan 

Kota Blitar merupakan daerah yang menjunjung tinggi nilai-

nilai tradisi dan budaya. Secara kewilayahan kultural, Kota Blitar 

dikategorikan sebagai daerah mataraman paling timur, karena 

posisinya yang jauh dari pusat kebudayaan mataraman (Jogyakarta, 

Surakarta). Dalam perkembangannya, budaya masyarakat juga 

berorientasi ke Kota Malang dan Surabaya, sehingga melahirkan 

masyarakat yang memiliki sosio kultural yang khas yaitu perpaduan 

antara pengaruh Jawa Timur yang dikenal pemberani dan budaya 

Jawa Tengah yang terkenal lembut dengan filosofinya yang kuat. Dari 

perpaduan keduanya itulah Kota Blitar melahirkan tokoh-tokoh 

nasional yang dikenal memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme 

tinggi seperti Bung Karno, Suprijadi dan lain-lain. Semangat 

nasionalisme dan patriotisme inilah yang selama ini melandasi dan 

mewarnai setiap gerak kehidupan masyarakat Kota Blitar baik dalam 

pembangunan maupun dalam kehidupan sehari-hari. 



17 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata TA. 2023 

2. Aspek Strategis Pariwisata 

Kota Blitar merupakan kota dimana Ir. Soekarno yang adalah 

proklamator Indonesia sekaligus presiden pertama Republik 

Indonesia pernah tinggal dan dimakamkan. Terdapat obyek wisata 

sejarah/minat khusus yaitu Makam Aryo Blitar, Monumen PETA, 

Istana Gebang, Makam Proklamator dan Perpustakaan Bung Karno. 

Destinasi wisata selain makam Bung Karno yang dapat dikunjungi 

pada saat berkunjung ke Blitar, yaitu Istana Gebang, yaitu komplek 

rumah tua penuh sejarah, yang ditempati Bung Karno semasa kecil. 

Bersamaan dengan makam Bung Karno yang tak pernah sepi 

pengunjung, Istana Gebang ini pun menjadi tempat yang wajib 

dikunjungi saat datang ke Kota Blitar. Lebih lanjut, Monumen PETA 

didirikan sebagai penghormatan atas jasa para pahlawan 

pemberontakan PETA melawan tentara Jepang. Gencarnya promosi 

kampung wisata di wilayah Kota Blitar turut meningkatkan 

kunjungan wisatawan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk 

menarik minat kunjungan wisata adalah penyelenggaran acara yang 

teragendakan rutin. Diantaranya Blitar Jadoel pada saat peringatan 

Hari Jadi, Bedhol Pusaka dan Upacara Grebeg Pancasila pada saat 

peringatan Hari Lahir Bung Karno, Kenduri Seribu Tumpeng saat 

Haul Bung Karno, dan event lainnya. Upaya promosi dan penataan 

destinasi wisata perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan 

untuk menjadikan Kota Blitar sebagai laboratorium kebangsaan dan 

pusat penumbuhkembangan kembali semangat nasionalisme 

Indonesia, kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku seni dan 

budaya, pelaku industri pariwisata, masyarakat, pemerintah pusat 

dan pemerintah provinsi perlu dilakukan untuk mewujudkan Kota 

Blitar sebagai tujuan wisata di Provinsi Jawa Timur. 

Perkembangan pariwisata Kota Blitar kedepan diperkirakan 

akan semakin dominan perannya dalam menggerakkan 

perekonomian Kota Blitar, hal ini selain dikarenakan jumlah dan 

lama kunjungan wisatawan yang meningkat juga karena peran Kota 

Blitar sebagai pusat distribusi barang bagi daerah sekitarnya yang 

menurun. Angka kunjungan wisatawan diperkirakan akan meningkat 

tajam seiring dengan semakin banyak dan variatifnya obyek wisata 
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yang ada di Kota Blitar, termasuk dengan semakin longgarnya aturan 

keemigrasian sebagai konsekuensi dari pemberlakuan area 

perdagangan bebas yang memicu meningkatnya kunjungan 

wisatawan manca negara. Peningkatan itu diperkirakan juga 

dipengaruhi oleh kerinduan masyarakat akan sosok nasionalis dan 

patriotis seperti Bung Karno dan Suprijadi akibat kejengahan 

masyarakat terhadap situasi perpolitikan nasional yang saat ini 

cenderung elitis. Hal ini akan menyebabkan peningkatan jumlah 

wisatawan yang berkunjung ke Kota Blitar untuk belajar tentang 

nasionalisme dengan mengunjugi makam Bung Karno, menelusuri 

jejak Suprijadi sebagai tokoh PETA dan obyek wisata sejarah lainnya 

yang ada di Kota Blitar. 

 

F. Isu-Isu Strategis 

Berdasarkan uraian kondisi daerah maka isu-isu strategis di 

bidang kebudayaan dan pariwisata adalah sebagai berikut : 

a) Minimnya pelestarian nilai, tradisi dan warisan kekayaan budaya; 

b) Belum optimalnya identifikasi dan pengelolaan cagar budaya; 

c) Belum tersedianya pengelolaan database kebudayaan dan 

pariwisata; 

d) Promosi dan pemaketan pariwisata belum dikelola secara optimal; 

e) Belum adanya Perda tentang Pariwisata di Kota Blitar; 

f) Belum terlembaganya pemandu wisata untuk menarik wisatawan 

pada beberapa kunjungan; 

g) Belum adanya wisata malam yang menarik; 

h) Masih lemahnya perijinan Ekonomi Kreatif; 
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 BAB II  

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

 

Perencanaan kinerja disusun sebagai pedoman bagi 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara sistematis, terarah dan 

terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, 

kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. 

Dalam rencana strategis dan tahunan disusun suatu tujuan, 

sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disesuaikan dengan 

tupoksi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar dengan 

mempertimbangkan kemampuan unit pelaksana yang tujuannya yaitu 

untuk mengetahui potensi yang dapat mendukung penyelenggaraan 

tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar serta untuk 

mengetahui permasalahan dan upaya pemecahannya dalam 

penyelenggaraan tugas Tahun Anggaran 2021 – 2026. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

Bagan 2.1 
Penjelasan singkat terkait perencanaan dan perjanjian kinerja 
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A. Rencana Strategis 

Rencana Strategis adalah merupakan proses sistematis yang 

berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan 

memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan 

pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan 

keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik 

yang terorganisasi dan sistematik. 

Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota 

Blitar Tahun 2021 – 2026 adalah : “ Terwujudnya KOTA BLITAR 

KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat “. Sedangkan misi 

Kota Blitar yang akan dilaksanakan adalah : 1) Meningkatkan Tata 

Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan 

Berkepribadian dalam Kebudayaan; 2) Meningkatkan Sumber Daya 

Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani Rohani, Cerdas 

dan Berkarakter; 3) Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada 

Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital;                      

4) Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan 

Lingkungan Hidup dan Berkeadilan; 5) Meningkatkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.  

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berpedoman pada visi dan misi 

Pemerintah Kota Blitar tersebut, maka Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata mempunyai Tujuan :  

1) Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Kelestarian 

Cagar Budaya; 

2) Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

Sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) dari Pemerintah 

Kota Blitar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar akan 

secara aktif ikut mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar dengan tetap 

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026 

yang secara sistematis dan berkesinambungan harus 

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang 

mungkin timbul. Untuk itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 
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Blitar perlu menata semua komponen yang terlibat dalam 

mendukung pelaksanaannya baik personil, sarana prasarana, 

anggaran yang tersedia serta piranti lunak lainnya untuk dapat 

dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. 

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Blitar untuk Tahun 2021-2026 sebagai pedoman 

dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2021 sampai 

dengan 2026 dengan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah 

kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan 

dilaksanakan sampai dengan tahun 2026. Adapun Rencana Strategis 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 

secara terperinci sebagaimana dalam “ LAMPIRAN LKjIP I. Matriks 

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar 

Tahun 2021 – 2026“. 

 

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara 

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja 

merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran 

dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam 

sasaran strategis, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kota Blitar melalui kegiatan tahunan. Di dalam 

Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk 

seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan 

kegiatan. Penyusunan rencana kinerja Tahun 2023 dilakukan seiring 

dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta 

merupakan komitmen bagi Perangkat Daerah untuk mencapai dan 

melaksanakannya dalam tahun 2023. Adapun untuk Perjanjian 

Kinerja PD 2023 terdapat pada LKjIP 2023 sebagaimana lampiran 

dibawah : 
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 2 3 4 

1 
Meningkatnya kualitas kegiatan 

seni budaya 

Persentase kelompok 

seni budaya yang aktif 
65% 

2 
Meningkatnya kunjungan 

wisatawan di Kota Blitar 

Persentase 

peningkatan 

kunjungan wisatawan 

di Kota Blitar 

9,30% 

3 
Meningkatnya aktifitas ekonomi 

kreatif 

Persentase 

meningkatnya jumlah 
kegiatan ekonomi 

kreatif 

0,12% 

4 
Meningkatnya kinerja perangkat 

daerah 

Nilai SAKIP Perangkat 

Daerah 
83,70 

 

Untuk melaksanakan masing-masing sasaran strategis, 

diperlukan pagu anggaran sebesar Rp. 11.395.270.555,- yang 

terbagi ke dalam program-program berikut :  

1. Meningkatnya kualitas kegiatan seni budaya 

 Program Pengembangan Kebudayaan dengan pagu                         

Rp. 709.644.065,- dari sumber dana Dana Transfer Umum-

Dana Alokasi Umum; 

 Program Pengembangan Sejarah dengan pagu                                   

Rp. 836.978.039,- dari sumber dana Dana Transfer Umum-

Dana Alokasi Umum; 

 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan 

pagu Rp 230.970.800,- dari sumber dana Dana Transfer 

Umum-Dana Alokasi Umum. 

2. Meningkatnya kunjungan wisatawan di Kota Blitar 

 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan 

pagu Rp. 1.099.093.498,- dari sumber dana Dana Transfer 

Umum-Dana Alokasi Umum; 

 Program Pemasaran Pariwisata dengan pagu Rp 603.341.995,- 

dari sumber dana Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum. 

Tabel 2.2 

Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar 
Tahun 2023 
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3. Meningkatnya aktifitas ekonomi kreatif 

 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif dengan pagu Rp 3.458.623,- dari sumber 

dana Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum. 

4. Meningkatnya kinerja perangkat daerah 

 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota dengan pagu Rp 7.911.783.535,- dari sumber 

dana Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum. 

 

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Blitar Tahun 2023 sebagaimana terlampir. 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu 

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang 

telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka 

mencapai misi organisasi secara terukur dengan 

Sasaran/Target Kinerja yang telah ditetapkan melalui media 

pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara 

periodik. 

Arti nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja mencerminkan tingkat 

akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan 

hasil atau manfaat dari seluruh pengguna angggaran negara/daerah 

secara efektif, efisien, dan ekonomis. Nilai akuntabilitas kinerja 

mengidentifikasi kemampuan instansi pemerintah untuk : 

 Merencanakan kinerja dan target kinerja; 

 Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang 

direncanakan; 

 Menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan yang dianggarkan, 

serta; 

 Telah melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah 

dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya. 

 

A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran 

Dalam implementasi Sistem AKIP, Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Blitar berkomitmen memberikan pernyataan 

keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada 

tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah 

satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan 

kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan 

pencapaian sasaran. 

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara 

membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 

dengan realisasi kinerja tahun 2022, target akhir Renstra 2021 – 
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2026 serta target pemerintah daerah lainnya. Pencapaian indikator 

kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 

Anggaran 2023 berdasarkan target dan realisasi dari sasaran yang 

telah diperjanjikan kinerjanya, dapat dijelaskan perhitungannya 

sebagai berikut : 

1. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan 

pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus 

sebagai berikut : 

 

 

2. Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan 

pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan 

rumus sebagai berikut : 

 

 

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing 

indikator kinerja, dengan kriteria yaitu : 

 

 
 

 

 
 

NO. 

NILAI CAPAIAN KINERJA 

ATRIBUT 
% 

KETERANGAN 

PERSENTASE 

1 85% s.d 100% Delapan puluh lima persen 
sampai dengan seratus 

persen 

Sangat 

Berhasil 

2 70% s.d < 85% Tujuh puluh persen 

sampai dengan kurang 

dari delapan puluh lima 

persen 

Berhasil 

3 55% s.d < 70% Lima puluh lima persen 

sampai dengan kurang 

dari tujuh puluh persen 

Cukup 

Berhasil 

4 < 55% Di bawah lima puluh lima 

persen 

Tidak Berhasil 

 

Tabel 3.1 

Atribut Capaian Indikator Kinerja 
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1. Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target Dan Realisasi 

Tahun 2023 

Analisis dan evaluasi telah dilakukan guna 

penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penanganan atau 

peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis atas pencapaian 

kinerja pada tahun 2023 merupakan analisis terhadap komitmen 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar guna mencapai target 

kinerja sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan 

dalam dokumen Indikator Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Blitar yang ditunjukkan dalam tabel berikut : 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

KINERJA 

UTAMA 

INDIKATOR 

KINERJA 

UTAMA 

TARGET REALISASI 
% 

CAPAIAN 
ATRIBUT 

Meningkatnya 

kualitas 
kegiatan seni 

budaya 

Persentase 

kelompok 
seni budaya 

yang aktif 

65% 87% 133,85% 
Sangat 

Berhasil 

Meningkatnya 
kunjungan 

wisatawan di 

Kota Blitar 

Persentase 

peningkatan 

kunjungan 
wisatawan di 

Kota Blitar 

9,30% 32,52% 349.68% 
Sangat 

Berhasil 

Meningkatnya 
aktifitas 

ekonomi kreatif 

Persentase 
meningkatnya 

jumlah 

kegiatan 
ekonomi 

kreatif 

0,12% 0,12% 100% 
Sangat 

Berhasil 

Meningkatnya 

kinerja 

perangkat 

daerah 

Nilai SAKIP 

Perangkat 

Daerah 

83,70 85,07 101,64% 
Sangat 

Berhasil 

Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar 2023 

 

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2023 sebagai berikut : 

Tabel 3.2 
Pencapaian Kinerja Utama 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar  

Tahun Anggaran 2023 
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a. Sasaran Strategis 1) : “Meningkatnya kualitas kegiatan seni 

budaya” , mempunyai 1 indikator kinerja dan mendapat nilai 

capaian sasaran sebesar 133,85% dengan rincian sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

Diagram : 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Jumlah kelompok seni budaya yang terdaftar dan aktif di Kota 

Blitar tahun 2023 disajikan pada tabel 3.4, sebagai berikut : 

 

 

 

 
 

 

No Sub Sektor 
Jumlah 

yang ada 

Terdaftar/

Aktif 

1 Seni Teater 

  Teater modern 14 14 

  Film 4 4 

  Teater Tradisional 6 6 

  Wayang Kulit 22 16 

Indikator 
Kinerja : 
 
Persentase 
kelompok seni 
budaya yang 

aktif 

Target  
2023 : 

 

65% 

Realisasi 
2023 : 

 
87% 

% Capaian : 

 
133,85% 

 

Bagan 3.3 

Diagram Persentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif 

 

Tabel 3.4 

Jumlah Sanggar Seni di Kota Blitar Tahun 2023 
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2 Seni Tari 

  Tari Tradisional 14 13 

  Tari Kreasi Baru 58 50 

3 Seni Rupa 

  Seni Lukis 10 10 

  Seni Kriya 8 8 

  Seni Ukir/patung 2 2 

  Tosan Aji 1 1 

  Batu Mulia/Suiseki 2 2 

  Bonsai 1 1 

4 Seni Musik 

  Keroncong/Tradisional 16 12 

  Modern/Pop/ Rock 20 19 

  Orkes Melayu/Dangdut/Akustik 9 5 

  Sholawat 2 2 

  Karawitan 2 2 

5 Sastra 

  Macapat 7 6 

  Puisi 1 1 

Total 199 174 

Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar 2023 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

Bagan 3.5 

Diagram Jumlah Sanggar Seni di Kota Blitar Tahun 2023 
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Keterangan : 

1. Jumlah kelompok seni budaya yang ada di tahun 2023 sebanyak 

199 kelompok, sedangkan kelompok seni budaya yang 

terdaftar/aktif selama tahun 2023 sebanyak 174 kelompok.  

1. Perhitungan persentase kelompok seni budaya yang aktif adalah 

sebagai berikut : 

Persentase 

kelompok 

seni budaya 
yang aktif 

  = 

Jumlah kelompok 
seni yang 

terdaftar/aktif  
X 100 

Jumlah kelompok 
seni yang ada 

 

 

= 
174 

X 100 
199 

 

= 87%   
 

2. Pada indikator kinerja persentase kelompok seni budaya yang 

aktif terealisasi 87% dari target sebesar 65% dengan tingkat 

capaian 133,85%. Artinya target kinerja sudah tercapai dan 

untuk indikator ini dapat dikatakan sangat berhasil.  

3. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai 

berikut : 

a. Masih adanya kesadaran para pelaku-pelaku seni untuk 

berkreasi mengembangkan jati diri etnisitasnya. 

b. Adanya peran aktif pemerintah dalam kegiatan kreatif 

kesenian. 

4. Walaupun indikator ini dikatakan sangat berhasil, akan tetapi 

masih ada kendala – kendala yang dihadapi dalam 

melaksanakan tugas antara lain : 

 Kurangnya kreativitas beberapa kelompok seni budaya dalam 

pertumbuhan dan perkembangan seni. 

 Pembinaan terhadap kelompok seni budaya yang ada, masih 

belum maksimal. 

5. Untuk menjaga agar indikator ini tetap berhasil, maka action 

plan yang akan dilaksanakan adalah : 
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 Mengoptimalkan peningkatan pembinaan terhadap kelompok 

seni budaya yang ada, dengan memberikan ruang untuk 

berkreasi mengembangkan jati diri. 

 Mengoptimalkan penertiban layanan kartu induk kesenian. 

 Meningkatkan partisipasi kelompok seni budaya dalam event 

budaya. 

 

 

b. Sasaran Strategis 2) : “Meningkatnya kunjungan wisatawan di 

Kota Blitar” , mempunyai 1 indikator kinerja dan mendapat nilai 

capaian sasaran sebesar 349,68% dengan rincian sebagai berikut :  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Blitar tahun 2023 

disajikan pada tabel 3.7, sebagai berikut : 

Indikator 
Kinerja : 
 

Persentase 
peningkatan 
kunjungan 
wisatawan di Kota 
Blitar 

Target  
2023 : 

 

9,30% 

Realisasi 
2023 : 

 

32,52% 

% Capaian : 

 
349,68% 

 

Bagan 3.6 

Diagram Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan                            
di Kota Blitar 
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No No Objek Wisata 

Jumlah 

Tahun 
2019 

Tahun 
2020 

Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Tahun 
2023 

1 
MAKAM BUNG 
KARNO 

699.246 98.121 96.528 228.019 264.845 

2 ISTANA GEBANG 241.394 22.804 4.128 16.449 16.244 

3 
PERPUSTAKAAN 
BUNG KARNO 

626.399 149.238 89.375 1.180.897 424.011 

4 KEBON ROJO 1.331.464 128.520 42.378 291.100 511.866 

5 
GREENPARK 
BENDOGERIT 

37.398 4.738 2.372 13.853 21.158 

6 
GREENPARK 

SENTUL 
37.258 6.040 3.695 12.408 17.740 

7 AGRO BELIMBING 22.259 8.415 7.023 23.635 21.657 

8 TELAGA NIRMALA 6.388 2.360 2.065 2.494 2.266 

9 SUMBER UDEL 37.526 - 10.745 8.410 5.776 

10 
TAMAN HERLINGGA 
JAYA 

25.487 2.329 - - - 

11 
MAKAM ARYO 

BLITAR 
730 454 275 1.550 2.444 

12 KAMPUNG BATHOK 3.700 297 - 90 - 

13 FISH GARDEN 79.800 24.766 2.506 1.687 1.934 

14 
GOA MARIA 

SENDANGREJO 
11.261 2.035 3.933 9.556 11.168 

15 
KAMPUNG 

KENDANG SENTUL 
- 17 44 20 216 

16 
KAMPUNG 3D 
BONGARES 

- - - - 216 

17 
MASJID AR 
RAHMAN 

- - - - 1.355.178 

18 
KOLAM RENANG 
LETESA 

- - - - 13.888 

Jumlah 3.160.310 450.134 250.067 1.999.868 2.650.182 

Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar 2023 

 

Tabel 3.7 

Jumlah Pengunjung pada Objek Wisata di Kota Blitar 2023 
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Keterangan : 

1. Jumlah pengunjung pada objek wisata di Kota Blitar Tahun 

2023 sebanyak 2.650.182 wisatawan, sedangkan pengunjung 

pada objek wisata di Kota Blitar Tahun 2022 sebanyak 

1.999.868 wisatawan.  

2. Perhitungan Persentase peningkatan kunjungan wisatawan di 

Kota Blitar adalah sebagai berikut : 

Persentase 

peningkatan 

kunjungan 
wisatawan di 

Kota Blitar 

  = 

Jumlah wisatawan 

tahun (N) - Jumlah 

wisatawan tahun 

dasar (N-1)  X 100  

Jumlah wisatawan 

tahun dasar (N-1) 

 
 

= 
2.650.182 - 1.999.868 

X 100 
1.999.868 

 

= 
650.314 

X 100 
1.999.868 

 
= 32,52% 

 

 
 

Bagan 3.8 

Diagram Pengunjung pada Objek Wisata di Kota Blitar Tahun 2023 
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3. Pada indikator kinerja persentase peningkatan kunjungan 

wisatawan di Kota Blitar terealisasi 32,52% dari target sebesar 

9,30% dengan tingkat capaian 349,68%. Artinya untuk indikator 

ini target kinerja sudah tercapai dan dapat dikatakan sangat 

berhasil. 

4. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai 

berikut : 

a. Adanya event-event daerah, sehingga meningkatkan jumlah 

wisatawan yang berkunjung.  

5. Walaupun indikator ini dikatakan sangat berhasil, akan tetapi 

masih ada kendala – kendala yang dihadapi dalam 

melaksanakan tugas antara lain : 

 Belum optimalnya pengelolaan promosi dan paket pariwisata. 

 Belum adanya Perda tentang Pariwisata. 

 Belum optimalnya pengembangan kawasan pariwisata baik 

yang sudah ada maupun kawasan baru. 

 Kurangnya kompetensi terhadap insan pariwisata. 

 Belum optimalnya pemasaran pariwisata berbasis digital. 

6. Untuk menjaga agar indikator ini tetap berhasil, maka action 

plan yang akan dilaksanakan adalah : 

 Melaksanakan pengelolaan promosi dan paket pariwisata 

dengan optimal. 

 Mengajukan draf perda tentang Pariwisata. 

 Melaksanakan optimalisasi pengembangan kawasan 

pariwisata baik yang sudah ada maupun kawasan baru. 

 Melaksanakan pengembangan kompetensi untuk insan 

pariwisata. 

 Melaksanakan pemasaran pariwisata berbasis digital. 

 

 

c. Sasaran Strategis 3) : “Meningkatnya aktifitas ekonomi kreatif” , 

mempunyai 1 indikator kinerja dan mendapat nilai capaian 

sasaran sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut :  

 
 

 

 



34 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata TA. 2023 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Peningkatan jumlah sub sektor ekonomi kreatif tahun 2023 

disajikan pada tabel 3.10, sebagai berikut : 

 
 
 
 
 

 

 

NO SUB SEKTOR 

TAHUN 2022 TAHUN 2023 

KECAMATAN 

TOTAL 

KECAMATAN 

TOTAL KEP. 
KIDUL 

SANAN
WETAN 

SUKO
REJO 

KEP. 
KIDUL 

SANAN
WETAN 

SUKO
REJO 

1 PERIKLANAN - 3 6 9 - 3 6 9 

2 ARSITEKTUR 1 - 2 3 1 - 2 3 

3 
DESAIN 
INTERIOR 

2 10 3 15 2 14 3 19 

4 
DESAIN 
KOMUNIKASI 
VISUAL 

3 6 3 12 3 6 3 12 

Indikator 
Kinerja : 
 
Persentase 
meningkatnya 
jumlah kegiatan 

ekonomi kreatif 

Target  
2023 : 

 

0,12% 

Realisasi 
2023 : 

 

0,12% 

% Capaian : 

 
100% 

 

Bagan 3.9 

Diagram persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi 

kreatif 2023 

Tabel 3.10 

Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif Tahun 2023 
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5 DESAIN PRODUK 6 3 16 25 6 4 16 26 

6 FASHION 20 28 17 65 20 33 17 70 

7 FOTOGRAFI 4 4 3 11 4 4 4 12 

8 PENERBITAN 1 11 - 12 1 11 - 12 

9 KRIYA 25 35 29 89 33 40 29 102 

10 KULINER 65 62 29 156 80 73 31 184 

11 MUSIK 8 4 2 14 8 4 2 14 

12 
PENGEMBANGAN 
PERMAINAN 

2 3 1 6 2 3 1 6 

13 
SENI 
PERTUNJUKAN 

5 23 18 46 5 28 23 56 

14 SENI RUPA 1 7 11 19 1 8 18 27 

15 APLIKASI 1 3 - 4 1 3 - 4 

16 
TELEVISI DAN 
RADIO 

2 - - 2 2 - - 2 

17 
FILM, ANIMASI 
DAN VIDEO 

1 4 - 5 1 4 - 5 

TOTAL 167 233 149 493  170 238 155 563  

Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar 2023 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Bagan 3.11 

Diagram Sub Sektor Ekonomi Kreatif Tahun 2023 
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Keterangan : 

1. Jumlah sub sektor ekonomi kreatif Tahun 2023 sebanyak 563 

sektor, sedangkan sub sektor ekonomi kreatif Tahun 2022 

sebanyak 493 sektor, sehingga di tahun 2023 kegiatan ekonomi 

kreatif yang dilaksanakan sebanyak 70 kegiatan sub sektor.    

2. Perhitungan Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi 

kreatif adalah sebagai berikut : 

Persentase 

meningkatnya 

jumlah 
kegiatan 

ekonomi 

kreatif 

  = 

Jumlah peningkatan 

kegiatan ekraf yang 

dilaksanakan tahun N 
X 100 % 

Jumlah sektor ekraf 

yang ada 

 

 

= 
563 - 493 

X 100 
563 

 

= 
70 

X 100 
563 

 

= 0,12% 
 

3. Pada indikator kinerja persentase meningkatnya jumlah 

kegiatan ekonomi kreatif terealisasi 0,12% dari target sebesar 

0,12% dengan tingkat capaian 100%. Artinya target kinerja 

sudah tercapai dan untuk indikator ini dapat dikatakan sangat 

berhasil.  

4. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai 

berikut : 

a. Pelaku ekonomi kreatif aktif mengembangkan dan 

meningkatkan ketrampilan.  

b. Kemajuan teknologi mendukung pengembangan ide inovasi 

para pelaku ekonomi kreatif. 

5. Walaupun indikator ini dikatakan sangat berhasil, akan tetapi 

masih ada kendala – kendala yang dihadapi dalam 

melaksanakan tugas antara lain : 

 Kurangnya kapasitas terhadap digitalissi para pelaku ekonomi 

kreatif. 

 Kurang optimalnya pengelolaan data pelaku ekonomi kreatif. 

 Masih lemahnya kesadaran pelaku ekonomi kreatif untuk 

melakukan perijinan. 
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6. Untuk menjaga agar indikator ini tetap berhasil, maka action 

plan yang akan dilaksanakan adalah : 

 Mengoptimalkan pembinaan dan pelatihan tentang digitalisasi 

terhadap para pelaku ekonomi kreatif. 

 Mengoptimalkan pengelolaan data pelaku ekonomi kreatif. 

 Melakukan pendampingan kepada pelaku ekonomi kreatif 

untuk melakukan perijinan. 

 

d. Sasaran Strategis 4) : “Meningkatnya kinerja perangkat daerah” , 

mempunyai 1 indikator kinerja dan mendapat nilai capaian 

sasaran sebesar 101,64% dengan rincian sebagai berikut :  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Keterangan : 

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2023 adalah 85,07.  

Indikator 

Kinerja : 
 

Nilai SAKIP 

Perangkat 

Daerah 

Target  
2023 : 

 

83,70 

Realisasi 
2023 : 

 

85,07 

% Capaian : 

 
101,64% 

 

Bagan 3.12 

Diagram Nilai SAKIP Perangkat Daerah 
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2. Pada indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah terealisasi 

85,07 dari target sebesar 83,70 dengan tingkat capaian 

101,64%. Artinya target kinerja sudah tercapai dan untuk 

indikator ini dapat dikatakan sangat berhasil.  

3. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai 

berikut : 

a. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan unit kerja untuk 

menciptakan good governance dan clean governance di 

lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 

b. Dalam melaksanakan tugas berorientasi pada kinerja.  

4. Walaupun indikator ini dikatakan sangat berhasil, akan tetapi 

masih ada kendala – kendala yang dihadapi dalam 

melaksanakan tugas antara lain : 

 Kurang optimalnya penyusunan rencana aksi dalam 

pencapaian kinerja. 

 Kurang optimalnya data kinerja yang relevan.  

5. Untuk menjaga agar indikator ini tetap berhasil, maka action 

plan yang akan dilaksanakan adalah : 

 Mengoptimalkan penyusunan rencana aksi dalam pencapaian 

kinerja dan memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi 

rencana aksi dan pengukuran kinerja untuk penyesuaian 

strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja. 

 Mengoptimalkan perolehan data kinerja yang relevan, valid 

dan mudah ditelusuri sumber datanya dalam pengukuran 

capaian kinerja. 

 Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 

untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja, perbaikan 

dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi. 

 

 

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023 

Adapun perbandingan data kinerja antara realisasi 

kinerja tahun 2022 - 2023 untuk setiap indikatornya adalah 

sebagai berikut : 



39 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata TA. 2023 

 

 
 

 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 

TARGET REALISASI 

2022 2023 2022 2023 

Meningkatnya 

kualitas kegiatan 

seni budaya 

Persentase kelompok 

seni budaya yang 

aktif 

60% 65% 70% 87% 

Meningkatnya 

kunjungan 

wisatawan di Kota 

Blitar 

Persentase 

peningkatan 

kunjungan wisatawan 

di Kota Blitar 

9,24% 9,30% 6,99% 
32,54

% 

Meningkatnya 

aktifitas ekonomi 

kreatif 

Persentase 
meningkatnya jumlah 

kegiatan ekonomi 

kreatif 

0,12% 0,12% 0,24% 0,12% 

Meningkatnya 
kinerja perangkat 

daerah 

Nilai SAKIP Perangkat 

Daerah 
83,60 83,70 85,14 85,07 

Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar 2023 
 

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Pada realisasi indikator persentase kelompok seni budaya yang 

aktif, pada tahun 2023 lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 

2022. Pada tahun 2022 tercapai 70%, sedangkan tahun 2023 

tercapai 87%. Untuk peningkatan pembinaan terhadap kelompok 

seni budaya yang ada akan tetap dilaksanakan dengan optimal, 

dengan memberikan ruang untuk berkreasi mengembangkan jati 

diri.  

2. Pada realisasi indikator persentase peningkatan kunjungan 

wisatawan di Kota Blitar dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan 

capaian realisasi indikatornya. Pada tahun 2022 yaitu dari 6,99% 

dan pada tahun 2023 naik menjadi 32,54%. Untuk pengelolaan 

promosi dan paket pariwisata akan tetap dilaksanakan dengan 

optimal.   

3. Pada realisasi indikator persentase meningkatnya jumlah kegiatan 

ekonomi kreatif dapat disimpulkan bahwa ada penurunan capaian 

realisasi indikatornya. Pada tahun 2022 yaitu dari 0,24% dan pada 

tahun 2023 yaitu 0,12%. Untuk kedepannya akan lebih 

mengoptimalkan pembinaan dan pelatihan ekonomi kreatif. 

Tabel 3.13 
Perbandingan Realisasi Kinerja 
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4. Pada indikator nilai SAKIP Perangkat Daerah dapat disimpulkan 

bahwa ada penurunan realisasi capaian. Pada tahun 2022 

mencapai nilai 85,14, sedangkan pada tahun 2023 mencapai nilai 

85,07. Untuk kedepannya akan lebih meningkatkan komitmen 

terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah.  

 

 

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir Periode RENSTRA 

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2023 sampai dengan periode  

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar 

Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut : 

 
 
 
 

 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 

AKHIR 

RENSTRA 

REALISASI 

S/D 2023 

% 

TINGKAT 

KEMAJUAN 

1 

Meningkatnya 

kualitas 
kegiatan seni 

budaya 

Persentase 

kelompok seni 
budaya yang 

aktif 

75% 87% 116% 

2 

Meningkatnya 

kunjungan 

wisatawan di 

Kota Blitar 

Persentase 

peningkatan 
kunjungan 

wisatawan di 

Kota Blitar 

9,66% 32,54% 336,85% 

3 

Meningkatnya 
aktifitas 

ekonomi kreatif 

Persentase 

meningkatnya 
jumlah 

kegiatan 

ekonomi kreatif 

0,12% 0,12% 100% 

4 

Meningkatnya 

kinerja 
perangkat 

daerah 

Nilai SAKIP 

Perangkat 

Daerah 

83,85 85,07 101,45% 

Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar 2023 
 

Dari data di atas dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Pada indikator persentase kelompok seni budaya yang aktif, target 

sampai akhir renstra yaitu 75% dan sampai tahun 2023 sudah 

tercapai 87%, sehingga sudah terdapat kemajuan sebesar 116%. 

Tabel 3.14 

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir Periode RENSTRA 
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Namun demikian, untuk dapat mempertahankan capaian target 

sampai akhir renstra, kedepannya tetap akan lebih 

mengoptimalkan peningkatan pembinaan terhadap kelompok seni 

budaya yang ada, dengan memberikan tempat untuk berkreasi 

mengembangkan jati diri.  

2. Pada indikator persentase peningkatan kunjungan wisatawan di 

Kota Blitar, target sampai akhir renstra yaitu 9,66% dan sampai 

tahun 2023 sudah tercapai 32,54%, sehingga sudah terdapat 

kemajuan sebesar 336,85%. Namun demikian, untuk dapat 

mempertahankan capaian target sampai akhir renstra, kedepannya 

tetap akan lebih melaksanakan pengelolaan promosi dan paket 

pariwisata dengan optimal.   

3. Pada indikator persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi 

kreatif, target sampai akhir renstra yaitu 0,12% dan sampai tahun 

2023 sudah tercapai 0,12%, sehingga sudah tercapai sebesar 100%. 

Namun demikian, untuk dapat mempertahankan capaian target 

sampai akhir renstra, kedepannya tetap akan lebih 

mengoptimalkan pembinaan dan pelatihan ekonomi kreatif. 

4. Pada indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, target sampai akhir 

renstra yaitu 83,85 dan sampai tahun 2023 sudah tercapai 85,07, 

sehingga sudah tercapai sebesar 101,45%. Namun demikian, 

untuk dapat mempertahankan capaian target sampai akhir 

renstra, kedepannya akan lebih meningkatkan komitmen terkait 

pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Pemerintah 

Daerah Lainnya  

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan kinerja 

Pemerintah Daerah Lainnya seperti dalam tabel berikut : 

 
 

 

 
 

 

 

Tabel 3.15 
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja  

Pemerintah Daerah Lainnya 
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 

REALISASI 

KOTA 

BLITAR 

TAHUN 2023 

REALISASI 

KABUPATEN 

PONOROGO 

TAHUN 2023 

1 

Meningkatnya 

kualitas kegiatan 

seni budaya 

Persentase 

kelompok seni 

budaya yang aktif 

87% 5 % 

2 

Meningkatnya 

kunjungan 

wisatawan di 

Kota Blitar 

Persentase 

peningkatan 
kunjungan 

wisatawan di Kota 

Blitar 

32,54% 5 % 

3 

Meningkatnya 

aktifitas ekonomi 

kreatif 

Persentase 

meningkatnya 
jumlah kegiatan 

ekonomi kreatif 

0,12% - 

4 

Meningkatnya 

kinerja perangkat 

daerah 

Nilai SAKIP 

Perangkat Daerah 
A (85,07) A (80,76) 

Sumber data : DisBudParPoRa Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 
 

Dari data di atas dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Pada indikator kinerja persentase kelompok seni budaya yang aktif, 

persentase peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Blitar, 

realisasi capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Blitar lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja 

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Ponorogo.  

2. Untuk indikator kinerja persentase meningkatnya jumlah kegiatan 

ekonomi kreatif, untuk Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Ponorogo tidak mengampu indikator kinerja 

tersebut.  

3. Pada indikator kinerja nilai SAKIP PD, realisasi capaian kinerja 

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Ponorogo di tahun 2023 memperoleh nilai B, sedangkan Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar memperoleh nilai A (85,07). 

Hal ini berarti bahwa realisasi capaian kinerja Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kota Blitar lebih tinggi dibandingkan dengan 

realisasi capaian kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten Ponorogo.  
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B. Akuntabilitas Keuangan 

Untuk mewujudkan komitmen kinerja Tahun 2023 Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar menganggarkan belanja 

langsung program/kegiatan dalam APBD 2023.  

 

1) Alokasi Per Sasaran Pembangunan 

Untuk mengetahui persentase anggaran pada sasaran 

strategis dibandingkan dengan keseluruhan anggaran belanja 

langsung pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023 

ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut : 

 

 
 

 

 

 
 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 
ANGGARAN (Rp.) 

% 

ANGGARAN 

1 2 3 4 

Meningkatnya 

kualitas 
kegiatan seni 

budaya 

Persentase 

kelompok seni 

budaya yang aktif 

1.777.592.904 15,60% 

Meningkatnya 
kunjungan 

wisatawan di 

Kota Blitar 

Persentase 

peningkatan 

kunjungan 
wisatawan di Kota 

Blitar 

1.702.435.493 14,94% 

Meningkatnya 

aktifitas 

ekonomi kreatif 

Persentase 

meningkatnya 

jumlah kegiatan 

ekonomi kreatif 

3.458.623 0,03% 

Meningkatnya 

kinerja 

perangkat 

daerah 

Nilai SAKIP 

Perangkat Daerah 

7.911.783.535 69,43% 

 
JUMLAH 

KESELURUHAN 

11.395.270.555 100% 

 

Keterangan : 

 Untuk sasaran strategis kesatu dengan indikator persentase 

kelompok seni budaya yang aktif dengan anggaran sebesar Rp 

1.777.592.904,- atau sebesar 15,60% dari total anggaran belanja 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.  

Tabel 3.16 

ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN  

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 2023 
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 Untuk sasaran strategis kedua dengan indikator persentase 

peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Blitar dengan anggaran 

sebesar Rp 1.702.435.493,- atau sebesar 14,94% dari total 

anggaran belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 

 Untuk sasaran strategis ketiga dengan indikator persentase 

meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif dengan anggaran 

sebesar Rp 3.458.623,- atau sebesar 0,03% dari total anggaran 

belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 

 Untuk sasaran strategis keempat dengan indikator Nilai  SAKIP 

Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 7.911.783.535,- 

termasuk di dalamnya anggaran untuk gaji dan tunjangan PNS, 

atau sebesar 69,43% dari total anggaran belanja Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata. 
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2) Pencapaian Kinerja dan Anggaran 

 Sedangkan pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel 

berikut : 

 
 
 
 

 

 

 

KINERJA UTAMA/ 

PROGRAM 

INDIKATOR KINERJA UTAMA/ 

PROGRAM 

KINERJA ANGGARAN 

TARGET REALISASI CAPAIAN ALOKASI (Rp.) 
REALISASI 

(Rp.) 
CAPAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Sasaran strategis 1 :        

Meningkatnya kualitas 

kegiatan seni budaya 

Persentase kelompok seni 

budaya yang aktif 

65% 87% 133,85% 1.777.592.904 1.679.846.244 94,50 

Program :        

Pengembangan 

Kebudayaan 

Persentase budaya lokal yang 

dikembangkan 

75% 75% 100% 709.644.065 683.790.744 96,36 

Pembinaan Sejarah Persentase kesejarahan yang 

dikembangkan 
80% 80% 100% 836.978.039 806.941.500 96,41 

Pelestarian Dan 

Pengelolaan Cagar Budaya 

Persentase cagar budaya yang 

dikembangkan 

60% 60% 100% 230.970.800 189.114.000 81,88 

Tabel 3.17 

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 2023 
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Sasaran strategis 2 :        

Meningkatnya kunjungan 

wisatawan di Kota Blitar 

Persentase peningkatan 
kunjungan wisatawan di Kota 

Blitar 

9,30% 32,52% 349,68% 1.702.435.493 1.611.171.243 94,64% 

Program :        

Peningkatan Daya Tarik 

Destinasi Pariwisata 

Persentase peningkatan 

sarpras obyek pariwisata 

25% 25% 100% 1.099.093.498 1.059.365.743 96,39 

 Persentase peningkatan 

sarpras kawasan pariwisata 

Makam Bung Karno 

30% 30% 100%    

 Persentase obyek pariwisata 

baru yang dikembangkan 
50% 50% 100%    

 Persentase peningkatan usaha 

pariwisata 

20% 20% 100%    

Pemasaran Pariwisata Persentase destinasi pariwisata 

baru yang sudah dikunjungi 

oleh wisatawan 

0,06% 0,06% 100% 603.341.995 551.805.500 91,46 

Sasaran strategis 3 :        

Meningkatnya aktifitas 

ekonomi kreatif 

Persentase meningkatnya 
jumlah kegiatan ekonomi 

kreatif 

0,12% 0,12% 100% 3.458.623 3.425.000 99,03 

Program :        

Pengembangan Sumber 

Daya Pariwisata Dan 

Ekonomi Kreatif 

Persentase pelaku ekraf yang 

aktif dalam kegiatan 

3,3% 3,3% 100% 3.458.623 3.425.000 99,03 
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Sasaran strategis 4 :        

Meningkatnya kinerja 

perangkat daerah 

Nilai SAKIP Perangkat Daerah 83,60 85,14 101,84% 7.911.783.535 7.762.988.792 98,12 

Program :        

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) 

81 87,23 107,69% 7.911.783.535 7.762.988.792 98,12 

 

Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah dituangkan dan ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2023, maka program 

dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Bidang di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar dijabarkan 

dalam beberapa program dan anggaran dengan capaian sebagaimana tersaji pada lampiran. 
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3) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

 Untuk  efisiensi penggunaan anggaran atas kinerja 

ditunjukkan dalam tabel berikut : 

 

 

 
 

 

 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA  

CAPAIAN 
KINERJA 

CAPAIAN 
ANGGARAN 

TINGKAT 
EFISIENSI 

KET 

1 2 3 4 5 6 

Meningkatnya 

kualitas kegiatan 
seni budaya 

Persentase 

kelompok seni 

budaya yang 
aktif 

133,85% 94,50% 1,42 Efisien 

Meningkatnya 

kunjungan 
wisatawan di 
Kota Blitar 

Persentase 

peningkatan 
kunjungan 

wisatawan di 
Kota Blitar 

349,68% 94,64% 3,69 Tidak 
Efisien 

Meningkatnya 

aktifitas ekonomi 
kreatif 

Persentase 

meningkatnya 

jumlah 

kegiatan 
ekonomi 
kreatif 

100% 99,03% 1,01 Efisien 

Meningkatnya 
kinerja 

perangkat 
daerah 

Nilai SAKIP 
Perangkat 
Daerah 

101,64% 98,12% 1,03 Efisien 

 

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya : 

1.  Sasaran Strategis 1 : Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 

untuk sasaran “Meningkatnya kualitas kegiatan seni budaya“ 

tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,42 dan dapat 

dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 

133,85% membutuhkan anggaran sebesar 94,50%. Capaian 

kinerja yang tinggi seyogyanya juga didukung dengan anggaran 

yang tinggi. Selain itu pelaksanaan kegiatan dan penyusunan 

anggaran tepat waktu dan sesuai standart juga harus 

diperhatikan. 

Tabel 3.18 

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 
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2.  Sasaran Strategis 2 : Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 

untuk sasaran “Meningkatnya kunjungan wisatawan di Kota 

Blitar“, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,69 

dan dapat dikatakan tidak efisien karena untuk mencapai kinerja 

sebesar 349,68% membutuhkan anggaran sebesar 94,64%. 

Capaian kinerja yang tinggi seyogyanya juga didukung dengan 

anggaran yang tinggi. Selain itu pelaksanaan kegiatan dan 

penyusunan anggaran tepat waktu dan sesuai standart juga 

harus diperhatikan. 

3. Sasaran Strategis 3 : Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 

untuk sasaran “Persentase meningkatnya jumlah kegiatan 

ekonomi kreatif“, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 

sebesar 1,01 dan dapat dikatakan efisien karena untuk mencapai 

kinerja sebesar 100% hanya membutuhkan anggaran  sebesar 

99,03%. Capaian kinerja yang tinggi seyogyanya juga didukung 

dengan anggaran yang tinggi. Selain itu pelaksanaan kegiatan 

dan penyusunan anggaran tepat waktu dan sesuai standart juga 

harus diperhatikan.  

4. Sasaran Strategis 4 : Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 

untuk sasaran “Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah“, 

tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,03 dan dapat 

dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 

101,64% membutuhkan anggaran sebesar 98,12%. Capaian 

kinerja yang tinggi seyogyanya juga didukung dengan anggaran 

yang tinggi. Selain itu pelaksanaan kegiatan dan penyusunan 

anggaran tepat waktu dan sesuai standart juga harus 

diperhatikan. 

 

 

C.  Prestasi / Penghargaan 

Pada tahun 2023 ini ada prestasi atau penghargaan yang 

diperoleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Desa Wisata Kampung Budaya Pasar Jaranan sebagai 75 

besar Desa Wisata Binaan Kemenparekraf RI Anugerah Desa 

Wisata Indonesia 2023. 
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2. Juara 2 STAN FAVORIT Pameran Gebyar Kriya Nusantara & 

ITTAF (Investment Trade Tourism Agriculture Fishing ) JOGJA 

Tahun 2023. 

3. Rekor MURI Pagelaran Tari Jenis Barongan Grup Terbanyak 

oleh Paguyuban Kelompok Jaranan dan Karang Taruna Kota 

Blitar Tahun 2023. 
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BAB IV 

PENUT UP  

 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 

merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi serta kewenangan pengolaan sumberdaya dan 

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kota Blitar. LKjIP juga disusun karena perannya 

sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong 

perwujudan Good Governance. Dilain pihak, LKjIP juga merupakan 

media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan 

sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan 

tanggungjawab. 

 

A. Kesimpulan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kota Blitar disusun berdasarkan Renstra Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar 2021-2026 dengan kesesuaian 

dokumen RKT Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar 2023, 

serta Perjanjian Kinerja 2023. Dalam laporan ini mengukur kinerja 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar yang terdiri atas 4 

Sasaran Strategis dan 3 Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan 

analisis kinerja dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-

tiap indikator kinerja pada LKjIP 2023 dikategorikan sudah berhasil 

karena nilai capaiannya sesuai target. Capaian Kinerja tiap-tiap 

sasaran strategis diuraikan sebagai berikut : 

 

SASARAN 

STRATEGIS 

(SS) 

INDIKATOR 

KINERJA 
SASARAN 

STRATEGIS 

(IKSS) 

TARGET REALISASI 
% 

CAPAIAN 
ATRIBUT 

Meningkatnya 

kualitas 
kegiatan seni 

budaya 

Persentase 

kelompok seni 
budaya yang 

aktif 

65% 87% 133,85% 
Sangat 

Berhasil 
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Meningkatnya 

kunjungan 

wisatawan di 

Kota Blitar 

Persentase 

peningkatan 
kunjungan 

wisatawan di 

Kota Blitar 

9,30% 32,52% 349,68% 
Sangat 

Berhasil 

Meningkatnya 

aktifitas 
ekonomi 

kreatif 

Persentase 

meningkatnya 

jumlah 
kegiatan 

ekonomi 

kreatif 

0,12% 0,12% 100% 
Sangat 

Berhasil 

Meningkatnya 

kinerja 
perangkat 

daerah 

Nilai SAKIP 

Perangkat 

Daerah 

83,70 85,07 101,64% 
Sangat 

Berhasil 

 

B. Langkah Perbaikan 

Dimasa mendatang dalam menghadapi permasalahan yang 

dihadapi, strategi yang harus ditingkatkan adalah : 

 Mengoptimalkan peningkatan pembinaan terhadap kelompok 

seni budaya yang ada, dengan memberikan ruang untuk 

berkreasi mengembangkan jati diri. 

 Mengoptimalkan penertiban layanan kartu induk kesenian. 

 Meningkatkan partisipasi kelompok seni budaya dalam event 

budaya. 

 Melaksanakan pengelolaan promosi dan paket pariwisata 

dengan optimal. 

 Mengajukan draf perda tentang Pariwisata. 

 Melaksanakan optimalisasi pengembangan kawasan pariwisata 

baik yang sudah ada maupun kawasan baru. 

 Melaksanakan pengembangan kompetensi untuk insan 

pariwisata. 

 Melaksanakan pemasaran pariwisata berbasis digital. 

 Mengoptimalkan pembinaan dan pelatihan tentang digitalisasi 

terhadap para pelaku ekonomi kreatif. 

 Mengoptimalkan pengelolaan data pelaku ekonomi kreatif. 

 Melakukan pendampingan kepada pelaku ekonomi kreatif 

untuk melakukan perijinan. 
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Tabel 4.1 

Rencana Tindak Lanjut LKj IP Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2023 

 

No Langkah Perbaikan LKj IP Rencana Tindak Lanjut 
Pemetaan Program/Kegiatan/      

Sub Kegiatan 

Timeline 

Tahun 
2024 

(murni) 

Tahun 

2024 

(perubahan) 

Tahun 

2025 

1 Mengoptimalkan peningkatan 

pembinaan terhadap kelompok 

seni budaya yang ada, dengan 
memberikan ruang untuk 

berkreasi mengembangkan jati 

diri 

Membuat jadwal pergelaran 

periodik dan menyediakan 

ruang untuk berkreasi 
terhadap kelompok seni 

budaya  

- Program Pengembangan Kebudayaan  

- Kegiatan Pelestarian Kesenian 

Tradisional yang Masyarakat 
Pelakunya dalam Daerah 

Kabupaten/Kota  

- Sub Kegiatan Pembinaan Sumber 

Daya Manusia, Lembaga, dan 

Pranata Tradisional 

√ √ √ 

2 Mengoptimalkan penertiban 

layanan kartu induk kesenian 

Melaksanakan kunjungan 

dan monitoring aktifitas 

kelompok seni budaya 

-  √ √ √ 

3 Meningkatkan partisipasi 

kelompok seni budaya dalam 

event budaya 

Melibatkan kelompok seni 

budaya dalam pelaksanaan 

event budaya 

- Program Pengembangan Kebudayaan  

- Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan 

yang Masyarakat Pelakunya dalam 

Daerah Kabupaten/Kota  

- Sub Kegiatan Pembinaan Sumber 

Daya Manusia, Lembaga, dan 

Pranata Kebudayaan 

√ √ √ 
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No Langkah Perbaikan LKj IP Rencana Tindak Lanjut 
Pemetaan Program/Kegiatan/      

Sub Kegiatan 

Timeline 

Tahun 
2024 

(murni) 

Tahun 

2024 

(perubahan) 

Tahun 

2025 

4 Melaksanakan pengelolaan 

promosi dan paket pariwisata 
dengan optimal 

Pengelolaan Media 

Publikasi Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif 

- Program Pemasaran Pariwisata 

- Kegiatan Pemasaran Pariwisata 
Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, 

Destinasi dan Kawasan Strategis 
Pariwisata Kabupaten/Kota  

- Sub Kegiatan Penguatan Promosi 

Melalui Media Cetak, Elektronik, dan 

Media Lainnya Baik Dalam dan Luar 
Negeri 

√ √ √ 

5 Mengajukan draf perda tentang 
Pariwisata 

Mengajukan draf perda 
pariwisata 

-    √ 

6 Melaksanakan optimalisasi 

pengembangan kawasan 
pariwisata baik yang sudah 
ada maupun kawasan baru 

Melaksanakan 

pemeliharaan kawasan 
pariwisata Makam Bung 
Karno dan Istana Gebang 

- Program Peningkatan Daya Tarik 
Destinasi Pariwisata  

- Kegiatan Pengelolaan Kawasan 
Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota  

- Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilita

si Sarana dan Prasarana dalam 

Pengelolaan Kawasan Wisata 
Strategis 
Pariwisata Kabupaten/Kota 

√ √ √ 
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No Langkah Perbaikan LKj IP Rencana Tindak Lanjut 
Pemetaan Program/Kegiatan/      

Sub Kegiatan 

Timeline 

Tahun 
2024 

(murni) 

Tahun 

2024 

(perubahan) 

Tahun 

2025 

7 Melaksanakan pengembangan 

kompetensi untuk insan 

pariwisata 

Melaksanakan pelatihan 

kepariwisataan 

- Program Peningkatan Daya Tarik 

Destinasi Pariwisata  

- Kegiatan Pengelolaan Destinasi 

Pariwisata Kabupaten/Kota  

- Sub Kegiatan Pemberdayaan 
Masyarakat dalam Pengelolaan 

Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 

√   

8 Melaksanakan pemasaran 

pariwisata berbasis digital 

Pengelolaan Media 

Publikasi Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif 

- Program Pemasaran Pariwisata 

- Kegiatan Pemasaran Pariwisata 

Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, 
Destinasi dan Kawasan Strategis 

Pariwisata Kabupaten/Kota  

- Sub Kegiatan Penguatan Promosi 

Melalui Media Cetak, Elektronik, dan 

Media Lainnya Baik Dalam dan Luar 

Negeri 

√ √ √ 

9 Mengoptimalkan pembinaan 
dan pelatihan tentang 

digitalisasi terhadap para 

pelaku ekonomi kreatif 

Melaksanakan pelatihan 

bagi pelaku ekonomi kreatif 

- Program Pengembangan Sumber 

Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  

- Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya Manusia 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Tingkat Dasar  

√   
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No Langkah Perbaikan LKj IP Rencana Tindak Lanjut 
Pemetaan Program/Kegiatan/      

Sub Kegiatan 

Timeline 

Tahun 
2024 

(murni) 

Tahun 

2024 

(perubahan) 

Tahun 

2025 

- Sub Kegiatan Fasilitasi 

Pengembangan Kompetensi Sumber 

Daya Manusia Ekonomi Kreatif 

10 Mengoptimalkan pengelolaan 

data pelaku ekonomi kreatif 

Melaksanakan monitoring 

dan pendampingan sharing 
kepariwisataan dan 

ekonomi kreatif 

-  √ √ √ 

11 Melakukan pendampingan 

kepada pelaku ekonomi kreatif 

untuk melakukan perijinan 

Melaksanakan 

pendampingan melakukan 

perijinan kepada pelaku 

ekonomi kreatif 

-  √ √ √ 
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Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam 

LKjIP Dinas Kebudayaan dan Pariwista Kota Blitar Tahun 2023, 

semoga dapat memberikan kejelasan terhadap gambaran atas 

pelaksanaan kinerja sasaran strategis pada satuan Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar. Semoga Tuhan Yang 

Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk kepada 

kita, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan 

kemampuan untuk tulus dan ikhlas bersama-sama membangun 

Kota Blitar dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah 

menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat 

Kota Blitar. 

 

 

 

Blitar, 31 Januari 2024 

Kepala Dinas 

Kebudayaan Dan Pariwisata 

Kota Blitar 

 
 

 

EDY WASONO, S.Sos. M.M. 
Pembina Tk. I 

NIP. 197304081992031004 

 

 



Lampiran I 
MATRIK RENCANA STRATEGIS 

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 
TAHUN 2021 - 2026 

 
VISI  :  Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT 
MISI  :  1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan 
  2. Berdikari secara ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital  
 

N
O 

TUJUAN SASARAN 
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN 

SASARAN 

KET 
URAIAN INDIKATOR 

FORMULASI 
PERHITUNGAN 

KONDISI 
AWAL 

TARGET 
URAIAN INDIKATOR 

FORMULASI 
PERHITUNGAN 

KONDISI 
AWAL 

TARGET 
STRATEGI 

ARAH 
KEBIJAKAN 

2020 2023 2020 2023 

 Misi ke-1             
1 Meningkatnya 

Pemajuan 
Kebudayaan 
dan 
Kelestarian 
Cagar Budaya 

Persentase 
peningkatan 
kelestarian 
warisan 
budaya lokal 

Jumlah 
warisan 
budaya lokal 
yang 
dilestarikan 
tahun N - 
Jumlah 
warisan 
budaya lokal 
yang 
dilestarikan 
tahun N-1 / 
Jumlah 
warisan 
budaya lokal 
yang ada 
tahun N-1 X 
100 

0,50% 1,49% Meningkatnya 
kualitas 
kegiatan seni 
budaya 

Persentase 
kelompok 
seni budaya 
yang aktif 

Jumlah 
kelompok seni 
yang terdaftar / 
Jumlah 
kelompok seni 
yang ada X 100 

70% 65%  Peningkatan 
pelestarian 
nilai budaya 

 Peningkatan 
pelestarian 
cagar 
budaya 

 Peningkatan 
nilai, tradisi, 
dan warisan 
kekayaan 
budaya 

 Peningkatan 
identifikasi 
dan 
pengelolaan 
cagar budaya 

 



 Misi ke-3             
2 Menguatnya 

predikat Kota 
Blitar sebagai 
Kota 
Pariwisata 
dan ekonomi 
kreatif 

Persentase 
pertumbuhan 
PDRB kategori 
Penyediaan 
Akomodasi 
dan Makan 
Minum 

Nilai PDRB 
sektor 
akomodasi dan 
makan minum 
tahun N - Nilai 
PDRB sektor 
akomodasi dan 
makan minum 
tahun N-1 / 
Nilai PDRB 
sektor 
akomodasi dan 
makan minum 
tahun N-1 X 
100 

-0,25% 9,08% Meningkatnya 
kunjungan 
wisatawan di 
Kota Blitar  

Persentase 
peningkatan 
kunjungan 
wisatawan di 
Kota Blitar 

Jumlah 
wisatawan 
tahun N - 
Jumlah 
wisatawan 
tahun dasar / 
Jumlah 
wisatawan 
tahun dasar X 
100 

452.552 
wisatawan 

9,30%  Pengembangan 
destinasi 
pariwisata 

 Pengembangan 
SDM Pariwisata 

 Pemasaran 
pariwisata baru 

 Optimalisasi 
pengembangan 
kawasan 
pariwisata yang 
sudah ada 

 Optimalisasi 
pengembangan 
kawasan 
pariwisata baru 

 Pengembangan 
kompetensi 
untuk insan 
pariwisata 

 Pemasaran 
pariwisata 
berbasis digital 

 

  Persentase 
peningkatan 
pelaku 
ekonomi 
kreatif 

Jumlah pelaku 
ekraf tahun N - 
Jumlah pelaku 
ekraf tahun 
dasar / Jumlah 
ekraf tahun 
dasar X 100 

4,00% 2,55% Meningkatnya 
aktifitas 
ekonomi 
kreatif 

Persentase 
meningkatnya 
jumlah 
kegiatan 
ekonomi 
kreatif 

Jumlah kegiatan 
ekraf yang 
dilaksanakan 
tahun N / 
Jumlah sektor 
ekraf yang ada X 
100 

4% 0,12%  Pengembangan 
sub sektor 
ekonomi 
kreatif 

 Pembinaan 
pelaku ekonomi 
kreatif dan 
menumbuhkan 
pelaku ekonomi 
kreatif baru 

 Optimalisasi 
pengembangan 
sub sektor 
ekonomi kreatif 
unggulan 

 

3 Meningkatnya 
tata kelola 
Perangkat 
Daerah 

Nilai SAKIP 
Perangkat 
Daerah 

  A 
(83,70) 

Meningkatnya 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Nilai SAKIP 
Perangkat 
Daerah 

Nilai Evaluasi 
SAKIP DisBudPar 
pada tahun 
bersangkutan 

 A 
(83,70) 

 Penguatan 
kelembagaan 
berbasis 
kinerja 

 Peningkatan 
fasilitasi dan 
koordinasi 
pengendalian 
kebijakan 

 

 



Lampiran II 
RENCANA KINERJA TAHUN 2023 

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 

 
TUJUAN  :  Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Kelestarian Cagar Budaya 
INDIKATOR  :  Persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal 
 

NO 

SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN 

ANGGARAN 
URAIAN 

INDIKATOR 
SASARAN 

TARGET URAIAN 
INDIKATOR 
PROGRAM 

TARGET URAIAN 
INDIKATOR 
KEGIATAN 

TARGET URAIAN 
INDIKATOR 

SUB 
KEGIATAN 

TARGET 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Meningkatnya 
kualitas kegiatan 
seni budaya 

Persentase 
kelompok 
seni budaya 
yang aktif 

65% PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
KEBUDAYAAN 

Persentase 
budaya lokal 
yang 
dikembangkan 

75% Pengelolaan 
Kebudayaan 
yang 
Masyarakat 
Pelakunya 
Dalam Daerah 
Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah 
pengelolaan 
kebudayaan 
yang 
terfasilitasi 

9 
kelompok 

Pelindungan, 
Pengembangan, 
Pemanfaatan 
Objek 
Pemajugan 
Kebudayaan 

Jumlah objek 
Pemajuan 
Kebudayaan 
yang 
Dilakukan 
Pelindungan, 
Pengembangan
, 
Pemanfaatan 

1 obyek 199.820.000 

          Pembinaan 
Sumber Daya 
Manusia, 
Lembaga, dan 
Pranata 
Kebudayaan 

Jumlah 
peserta 
Pembinaan 
Sumber Daya 
Manusia, 
Lembaga, dan 
Pranata 
Kebudayaan 

8 orang 282.230.600 

       Pelestarian 
Kesenian 
Tradisional 
yang 
Masyarakat 

Jumlah 
Pelestarian 
Kesenian 
Tradisional 
yang 

9 event Pembinaan 
Sumber Daya 
Manusia, 
Lembaga, dan 
Pranata 

Jumlah 
laporan 
Pembinaan 
Sumber Daya 
Manusia, 

9 laporan 227.593.465 



Pelakunya 
dalam Daerah 
Kabupaten/ 
Kota 

terfasilitasi Tradisional Lembaga dan 
Pranata 
Tradisonal 

    PROGRAM 
PEMBINAAN 
SEJARAH 

Persentase 
kesejarahan yang 
dikembangkan 

80% Pembinaan 
Sejarah Lokal 
dalam 1 (satu) 
Daerah 
Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah 
pembinaan 
event sejarah 
yang 
terfasilitasi 

7 event Pemberdayaan 

Sumber Daya 
Manusia dan 
Lembaga 
Sejarah Lokal 
Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah 
Sumber Daya 
Manusia dan 
Lembaga 
Sejarah Lokal 
Provinsi yang 
Diberdayakan 

6 event 488.182.069 

          Penyediaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Pembinaan 
Sejarah 

Jumlah 
Sarana dan 
Prasarana 
Pembinaan 
Sejarah 

1 jenis 348.795.970 

    PROGRAM 
PELESTARIAN DAN 
PENGELOLAAN 
CAGAR BUDAYA 

Persentase Cagar 
Budaya yang 
dikembangkan 

60% Pengelolaan 
Cagar Budaya 
Peringkat 
Kabupaten 
/Kota 

Jumlah Cagar 
Budaya yang 
dikelola 

1 obyek Pelindungan 
Cagar Budaya 

Jumlah obyek 
cagar budaya 
yang 
dilindungi 

1 obyek 230.970.800 

 
TUJUAN  :  Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan ekonomi kreatif 
INDIKATOR  :  Persentase pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 
  Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif 

 

NO 

SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN 

ANGGARAN 
URAIAN 

INDIKATOR 
SASARAN 

TARGET URAIAN 
INDIKATOR 
PROGRAM 

TARGET URAIAN 
INDIKATOR 
KEGIATAN 

TARGET URAIAN 
INDIKATOR 

SUB 
KEGIATAN 

TARGET 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Meningkatnya 

kunjungan 
wisatawan di 
Kota Blitar 

Persentase 
peningkatan 
kunjungan 
wisatawan di 

9,30% PROGRAM 
PENINGKATAN DAYA 
TARIK DESTINASI 
PARIWISATA 

Persentase 
peningkatan 
sarpras kawasan 
pariwisata 

30% Pengelolaan 
Kawasan 
Strategis 
Pariwisata 

Jumlah 
sarpras 
kawasan 
pariwisata 

3 
kawasan 

Pengembanga
n Kawasan 
Strategis 
Pariwisata 

Jumlah 
kawasan 
Pariwisata 
Strategis 

3 
kawasan 

396.822.906 



Kota Blitar Makam Bung 
Karno 

Kabupaten / 
Kota 

Makam Bung 
Karno yang 
dikelola 

Kabupaten / 
Kota 

Kabupaten / 
Kota yang 
dikembangkan 

          Pengadaan/ 
Pemeliharaan/
Rehabilitasi 
Sarana dan 
Prasarana 
dalam 
Pengelolaan 
Kawasan 
Wisata 
Strategis 
Pariwisata 
Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah Sarana 
dan Prasarana 
yang tersedia 
dan 
terpelihara 
dalam 
Pengelolaan 
Kawasan 
Strategis 
Pariwisata 
Kabupaten/ 
Kota 

3 unit 463.701.560 

     Persentase 
obyek 
pariwisata baru 
yang dikembang 
kan 

50% Pengelolaan 
Destinasi 
Pariwisata 
Kabupaten/ Kota 

Jumlah 
destinasi 
pariwisata 
yang 
terkelola 
dengan baik 

1 
destinasi 

Pengembangan 
Destinasi 
Pariwisata 
Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah 
Destinasi 
Pariwisata 
Kabupaten/ 
Kota yang 
dikembangkan 
sesuai dengan 
tahapan 
pengembangan 
(Rintisan, 
Berkembang, 
Pemantapan, 
Revitalisasi) 

1 
destinasi 

150.009.098 

         

 

Pemberdayaan 
Masyarakat 
dalam 
Pengelolaan 
Destinasi 
Pariwisata 
Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah 
laporan hasil 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
dalam 
Pengelolaan 
Destinasi 

2 laporan 67.123.934 



     Persentase 
peningkatan 
sarpras obyek 
pariwisata 

25% Pengelolaan 
Destinasi 
Pariwisata 
Kabupaten/ Kota 

Jumlah 
destinasi 
pariwisata 
yang 
terkelola 
dengan baik 

1 
destinasi 

Pengadaan/ 
Pemeliharaan/
Rehabilitasi 
sarana dan 
prasarana 
dalam 
pengelolaan 
destinasi 
pariwisata 
Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah sarana 
dan prasarana 
pengelolaan 
destinasi 
pariwisata 
Kabupaten/ 
Kota yang 
tersedia dan 
terpelihara 

1 unit 18.256.000 

     Persentase 
Peningkatan 
Usaha 
Pariwisata 

20% Penetapan 
Tanda Daftar 
Usaha 
Pariwisata 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah 
dokumen 
pelaku usaha 
yang 
terdaftar 

1 
dokumen 

Pembinaan 
dan 
Pengawasan 
Usaha 
Pariwisata 

Jumlah 
laporan hasil 
Pembinaan 
dan 
Pengawasan 
Usaha 
Pariwisata 

1 laporan 3.180.000 

    PROGRAM 
PEMASARAN 
PARIWISATA 

Persentase 
destinasi 
pariwisata baru 
yang sudah 
dikunjungi oleh 
wisatawan 

0,06% Pemasaran 
Pariwisata 
Dalam dan Luar 
Negeri Daya 
Tarik, Destinasi 
dan Kawasan 
Strategis 
Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

Jumlah media 
promosi 
pariwisata 
yang 
dilakukan 

10 media Penguatan 
Promosi 
melalui Media 
Cetak, 
Elektronik, 
dan Media 
Lainnya Baik 
Dalam dan 
Luar Negeri 

Jumlah 
dokumen hasil 
Penguatan 
Promosi 
melalui Media 
Cetak, 
Elektronik, 
dan Media 
Lainnya Baik 
Dalam dan 
Luar Negeri 

4 
dokumen 

32.800.684 

         

 

Fasilitasi 
Kegiatan 
Pemasaran 
Pariwisata Baik 
Dalam dan Luar 
Negeri 
Pariwisata 
Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah 
laporan 
kegiatan 
Pemasaran 
Pariwisata 
Baik Dalam 
dan Luar 
Negeri 

3 laporan 549.755.442 



         

 

Penyediaan 
Data dan 
Penyebaran 
Informasi 
Pariwisata 
Kabupaten/ 
Kota, Baik 
Dalam dan 
Luar Negeri 

Jumlah 
dokumen hasil 
pelaksanaan 
Penyediaan 
Data dan 
Penyebaran 
Informasi 
Pariwisata 
Kabupaten/ 
Kota, Baik 
Dalam dan 
Luar Negeri 

2 
dokumen 

15.000.000 

         

 

Peningkatan 
Kerjasama dan 
Kemitraan 
Pariwisata 
Dalam dan 
Luar Negeri 

Jumlah 
dokumen 
Kerjasama dan 
Kemitraan 
Pariwisata 
Dalam dan 
Luar Negeri 

1 
dokumen 

5.785.869 

 Meningkatnya 
aktifitas 
ekonomi 
kreatif 

Persentase 
meningkatnya 
jumlah kegiatan 
ekonomi kreatif 

0,12% PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
SUMBER DAYA 
PARIWISATA DAN 
EKONOMI KREATIF 

Persentase 
pelaku ekraf 
yang aktif dalam 
kegiatan 

3,3% Pelaksanaan 
Peningkatan 
Kapasitas 
Sumber Daya 
Manusia 
Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif 
Tingkat Dasar 

Jumlah 
pelaku ekraf 
yang ikut 
kegiatan 

39 orang Peningkatan 
Peran Serta 
Masyarakat 
dalam 
Pengembangan 
Kemitraan 
Pariwisata 

Jumlah orang 
yang 
mengikuti 
Peningkatan 
Peran Serta 
Masyarakat 
dalam 
Pengembangan 
Kemitraan 
Pariwisata 

9 orang 3.458.623 

 
 
 
 
 
 
 



TUJUAN  : Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah   
INDIKATOR  :  Nilai SAKIP Perangkat Daerah 

 

NO 

SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN 

ANGGARAN 
URAIAN 

INDIKATOR 
SASARAN 

TARGET URAIAN 
INDIKATOR 
PROGRAM 

TARGET URAIAN 
INDIKATOR 
KEGIATAN 

TARGET URAIAN 
INDIKATOR SUB 

KEGIATAN 
TARGET 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Meningkatnya 
kinerja 
perangkat 
daerah 

Nilai SAKIP 
Perangkat 
Daerah 

A (83,70) PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/ 
KOTA 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) 

81 Perencanaan, 
Penganggaran, 
dan Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Persentase 
penyusunan 
dokumen 
perencanaan 
dan pelaporan 
yang tepat 
waktu dan 
sesuai standar 

100% Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 
Daerah 

Jumlah dokumen 
perencanaan 
perangkat daerah 

10 
dokumen 

4.993.770 

          Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Jumlah laporan 
capaian kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan 
laporan hasil 
koordinasi 
penyusunan 
laporan capaian 
kinerja SKPD 

7 laporan 31.239.178 

       Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 
Daerah 

Persentase 
pelayanan 
administrasi 
keuangan 
perangkat 
daerah sesuai 
standar 

100% Penyediaan Gaji 
dan Tunjangan 
ASN 

Jumlah orang yang 
menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

41 orang 4.167.733.033 

          Koordinasi dan 
Penyusunan 

keuangan bulanan/  
triwulanan/ 

2 laporan 1.565.000 



Laporan 
Keuangan 
Bulanan/ 
Triwulanan/ 
Semesteran 
SKPD 

semesteran SKPD 
dan laporan 
koordinasi 
penyusunan 
laporan keuangan 
bulanan/ 
triwulanan/ 
semesteran SKPD 

       Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat 
Daerah 

Persentase 
pelayanan 
administrasi 
kepegawaian 
perangkat 
daerah yang 
sesuai standar 

100% Pengadaan 
Pakaian Dinas 
beserta atribut 
kelengkapannya 

Jumlah paket 
pakaian dinas 
beserta atribut 
kelengkapannya 

44 paket 57.190.000 

          Sosialisasi 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Jumlah orang yang 
mengikuti 
sosialisasi 
peraturan 
perundang-
undangan 

41 orang 213.801.274 

       Administrasi 
Umum 
Perangkat 
Daerah 

Persentase 
ketersediaan 
administrasi 
umum 
perangkat 
daerah sesuai 
standar 

100% Penyediaan 
Komponen 
Instalasi Listrik/ 
Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah Paket 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 
yang disediakan 

28 paket 29.385.458 

          Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah peralatan 
dan perlengkapan 
kantor yang 
tersedia 

4 paket 27.396.531 

          Penyediaan 
Peralatan Rumah 
Tangga 

Jumlah paket 
peralatan rumah 
tangga kantor 
yang tersedia 

43 paket 24.484.704 



          Penyediaan 
Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah paket 
bahan logistik 
kantor yang 
disediakan 

428 
paket 

72.763.800 

          Penyediaan 
Barang Cetakan 
dan 
Penggandaan 

Jumlah paket 
barang cetakan 
dan penggandaan 
yang disediakan 

7 paket 11.121.630 

          Penyediaan 
Bahan Bacaan 
dan Peraturan 
Perundang-
undangan 

Jumlah dokumen 
bahan bacaan dan 
peraturan 
perundang-
undangan yang 
disediakan 

60 paket 9.540.000 

          Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah laporan 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD  

62 
laporan 

185.617.827 

          Penatausahaan 
Arsip Dinamis 
pada SKPD 

Jumlah dokumen 
penatausahaan 
arsip pada SKPD 

1 
dokumen 

2.999.200 

       Pengadaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

Persentase 
Penyediaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan sesuai 
kebutuhan 

100% Pengadaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Unit 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 
yang Disediakan 

3 unit 69.356.981 

       Penyediaan 
Jasa Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Persentase 
penyediaan 
jasa 
penunjang 
urusan sesuai 
standar 

100% Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik 

Jumlah laporan 
penyediaan jasa 
komunikasi, 
sumber daya air 
dan listrik yang 
disediakan 

12 
laporan 

341.842.779 



          Penyediaan Jasa 
Pelayanan 
Umum Kantor 

Jumlah laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang 
disediakan 

75 
laporan 

2.509.811.490 

       Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Persentase 
BMD yang 
terpelihara 
sesuai 
standart 

100% Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan, 
Pajak, dan 
Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah kendaraan 
dinas operasional 
atau lapanan yang 
dipelihara dan 
dibayarkan pajak 
dan perijinannya 

14 unit 86.920.480 

          Pemeliharaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah peralatan 
dan mesin lainnya 
yang dipelihara 

5 unit 61.470.400 

          Pemeliharaan/ 
Rehabilitasi 
Gedung Kantor 
dan Bangunan 
Lainnya 

Jumlah gedung 
kantor dan 
bangunan lainnya 
yang dipelihara/ 
direhabilitasi 

2 unit 2.550.000 

 







Lampiran IV 
PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH 

 
Perangkat Daerah  :  Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar 
Tahun  :  2023 
 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
FORMULASI 

PERHITUNGAN 
TARGET REALISASI % KET PROGRAM PAGU Rp. REALISASI Rp. % KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 Meningkatnya 
kualitas kegiatan 
seni budaya 

Persentase 
kelompok seni 
budaya yang aktif 

Jumlah kelompok 
seni yang terdaftar / 
Jumlah kelompok 
seni yang ada X 100 

65% 87% 133,85%  PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
KEBUDAYAAN 

709.644.065 683.790.744 96,36  

        PROGRAM 
PEMBINAAN SEJARAH 

836.978.03 806.941.500 96,41  

        PROGRAM 
PELESTARIAN DAN 
PENGELOLAAN CAGAR 
BUDAYA 

230.970.800 189.114.00 81,88  

2 Meningkatnya 
kunjungan 
wisatawan di 
Kota Blitar  

Persentase 
peningkatan 
kunjungan 
wisatawan di Kota 
Blitar 

Jumlah wisatawan 
tahun N - Jumlah 
wisatawan tahun 
dasar / Jumlah 
wisatawan tahun 
dasar X 100 

9,30% 32,52% 349.68%  PROGRAM 
PENINGKATAN DAYA 
TARIK DESTINASI 
PARIWISATA 

1.099.093.498 1.059.365.743 96,39  

        PROGRAM 
PEMASARAN 
PARIWISATA 

603.341.995 551.805.500 91,46  



3 Meningkatnya 
aktifitas ekonomi 
kreatif 

Persentase 
meningkatnya 
jumlah kegiatan 
ekonomi kreatif 

Jumlah kegiatan 
ekraf yang 
dilaksanakan tahun 
N / Jumlah sektor 
ekraf yang ada X 100 

0,12% 0,12% 100%  PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
SUMBER DAYA 
PARIWISATA DAN 
EKONOMI KREATIF 

3.458.623 3.425.000 99,03  

4 Meningkatnya 
Kinerja Perangkat 
Daerah 

Nilai SAKIP 
Perangkat Daerah 

Nilai Evaluasi SAKIP 
DisBudPar pada 
tahun bersangkutan 

A 
(83,70) 

A (85,07) 101,64%  PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/ 
KOTA 

7.911.783.535 7.762.988.792 98,12  

 



Lampiran V 
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 
TAHUN 2023 

 

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan 
Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

Target Kinerja dan 
Anggaran 

Realisasi Capaian Kinerja 
dan Anggaran 

Tingkat 
Capaian 

Kinerja dan 
Realisasi 
Anggaran 

K Rp K Rp K A 

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase budaya lokal yang dikembangkan 75% 709.644.065 75% 683.790.744 100% 96,36% 

Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat 
Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota 

Jumlah pengelolaan kebudayaan yang 
terfasilitasi 

9 
kelompok 

482.050.600 9 
kelompok 

469.935.744 100% 97,49% 

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 
Objek Pemajugan Kebudayaan 

Jumlah objek Pemajuan Kebudayaan yang 
Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, 
Pemanfaatan 

1 obyek 199.820.000 1 obyek 195.122.260 100% 97,65% 

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan 
Pranata Kebudayaan 

Jumlah peserta Pembinaan Sumber Daya 
Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 

8 orang 282.230.600 8 orang 274.813.484 100% 97,37% 

Pelestarian Kesenian Tradisional yang 
Masyarakat Pelakunya dalam Daerah 
Kabupaten/ Kota 

Jumlah Pelestarian Kesenian Tradisional yang 
terfasilitasi 

9 event 227.593.465 9 event 213.855.000 100% 93,96% 

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan 
Pranata Tradisional 

Jumlah laporan Pembinaan Sumber Daya 
Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisonal 

9 laporan 227.593.465 9 laporan 213.855.000 100% 93,96% 

 

PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Persentase kesejarahan yang dikembangkan 80% 836.978.039 80% 806.941.500 100% 96,41% 

Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/ Kota 

Jumlah pembinaan event sejarah yang 
terfasilitasi 

7 event 836.978.039 7 event 806.941.500 100% 96,41% 

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan 
Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/ Kota 

Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga 
Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan 

6 event 488.182.069 6 event 470.947.500 100% 96,47% 



Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan 
Sejarah 

Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah 1 jenis 348.795.970 1 jenis 335.994.00 100% 96,33% 

PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN 
CAGAR BUDAYA 

Persentase Cagar Budaya yang dikembangkan 60% 230.970.800 60% 189.114.000 100% 81,88% 

 

Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten 
/Kota 

Jumlah Cagar Budaya yang dikelola 1 obyek 230.970.800 1 obyek 189.114.000 100% 81,88% 

Pelindungan Cagar Budaya Jumlah obyek cagar budaya yang dilindungi 1 obyek 230.970.800 1 obyek 189.114.000 100% 81,88% 

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK 
DESTINASI PARIWISATA 

Persentase peningkatan sarpras kawasan 
pariwisata Makam Bung Karno 

30% 1.099.093.498 30% 1.059.365.743 100% 96,39% 

Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata 
Kabupaten / Kota 

Jumlah sarpras kawasan pariwisata Makam 
Bung Karno yang dikelola 

3 
kawasan 

860.524.466 3 
kawasan 

837.621.820 100% 97,34% 

Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata 
Kabupaten / Kota 

Jumlah kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten / 
Kota yang dikembangkan 

3 
kawasan 

396.822.906 3 
kawasan 

385.497.470 100% 97,15% 

Pengadaan/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 
dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan 
Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota 

Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia dan 
terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis 
Pariwisata Kabupaten/ Kota 

3 unit 463.701.560 3 unit 452.124.350 100% 97,50% 

 Persentase obyek pariwisata baru yang 
dikembang kan 

50%  50%  100%  

Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah destinasi pariwisata yang terkelola 
dengan baik 

1 
destinasi 

235.389.032 1 
destinasi 

218.563.923 100% 92,85% 

Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota 
yang dikembangkan sesuai dengan tahapan 
pengembangan (Rintisan, Berkembang, 
Pemantapan, Revitalisasi) 

1 
destinasi 

150.009.098 1 
destinasi 

145.649.923 100% 97,09% 

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan 
Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota 

Jumlah laporan hasil Pemberdayaan Masyarakat 
dalam Pengelolaan Destinasi 

2 laporan 67.123.934 2 laporan 55.114.000 

 

100% 82,11% 

 Persentase peningkatan sarpras obyek 
pariwisata 

25%  25%  100%  



Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah destinasi pariwisata yang terkelola 
dengan baik 

1 
destinasi 

 1 
destinasi 

 100%  

Pengadaan/ Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana 
dan prasarana dalam pengelolaan destinasi 
pariwisata Kabupaten/ Kota 

Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan 
destinasi pariwisata Kabupaten/ Kota yang 
tersedia dan terpelihara 

1 unit 18.256.000 1 unit 17.800.000 100% 97,50% 

 Persentase Peningkatan Usaha Pariwisata 20%  20%  100%  

Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata 
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah dokumen pelaku usaha yang terdaftar 1 
dokumen 

3.180.000 1 
dokumen 

3.180.000 100% 100% 

Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan 
Usaha Pariwisata 

1 laporan 3.180.000 1 laporan 3.180.000 100% 100% 

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase destinasi pariwisata baru yang sudah 
dikunjungi oleh wisatawan 

0,06% 603.341.995 0,06% 551.805.500 100% 91,46% 

Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 
Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis 
Pariwisata Kabupaten/Kota 

Jumlah media promosi pariwisata yang 
dilakukan 

10 media 603.341.995 10 media 551.805.500 100% 91,46% 

Penguatan Promosi melalui Media Cetak, 
Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan 
Luar Negeri 

Jumlah dokumen hasil Penguatan Promosi 
melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media 
Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 

4 
dokumen 

32.800.684 4 
dokumen 

30.730.000 100% 93,69% 

Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik 
Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah laporan kegiatan Pemasaran Pariwisata 
Baik Dalam dan Luar Negeri 

3 laporan 549.755.442 3 laporan 501.805.500 100% 91,28% 

Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi 
Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar 
Negeri 

Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Penyediaan 
Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata 
Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 

2 
dokumen 

15.000.000 2 
dokumen 

14.500.000 100% 96,67% 

Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata 
Dalam dan Luar Negeri 

Jumlah dokumen Kerjasama dan Kemitraan 
Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 

1 
dokumen 

5.785.869 1 
dokumen 

4.770.000 100% 82,44% 

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 

Persentase pelaku ekraf yang aktif dalam 
kegiatan 

3,3% 3.458.623 3,3% 3.425.000 100% 99,03% 



Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber 
Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
Tingkat Dasar 

Jumlah pelaku ekraf yang ikut kegiatan 39 orang 3.458.623 39 orang 3.425.000 100% 99,03% 

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam 
Pengembangan Kemitraan Pariwisata 

Jumlah orang yang mengikuti Peningkatan Peran 
Serta Masyarakat dalam Pengembangan 
Kemitraan Pariwisata 

9 orang 3.458.623 9 orang 3.425.000 100% 99,03% 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 81 7.911.783.535 81 7.762.988.792 100% 98,12% 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

Persentase penyusunan dokumen perencanaan 
dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai 
standar 

100% 36.232.948 100% 35.127.960 100% 96,95% 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 10 
dokumen 

4.993.770 10 
dokumen 

4.800.000 100% 96,12% 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil 
koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja 
SKPD 

7 laporan 31.239.178 7 laporan 30.327.960 100% 97,08% 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi keuangan 
perangkat daerah sesuai standar 

100% 4.169.298.033 100% 4.063.991.513 100% 97,47% 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan 
ASN 

41 orang 4.167.733.033 41 orang 4.062.491.513 100% 97,47% 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 

keuangan bulanan/  triwulanan/ semesteran 
SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan 
keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD 

2 laporan 1.565.000 2 laporan 1.500.000 100% 95,85% 

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi 
kepegawaian perangkat daerah yang sesuai 
standar 

100% 270.991.274 100% 268.741.850 100% 99,17% 

Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut 
kelengkapannya 

Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut 
kelengkapannya 

44 paket 57.190.000 44 paket 57.190.000 100% 100% 



Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi 
peraturan perundang-undangan 

41 orang 213.801.274 41 orang 211.551.850 100% 98,95% 

Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi umum 
perangkat daerah sesuai standar 

100% 363.309.150 100% 360.563.613 100% 99,24% 

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ 
Penerangan Bangunan Kantor 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 
disediakan 

28 paket 29.385.458 28 paket 28.487.632 100% 96,94% 

 

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang 
tersedia 

4 paket 27.396.531 4 paket 27.175.900 100% 99,19% 

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah paket peralatan rumah tangga kantor 
yang tersedia 

43 paket 24.484.704 43 paket 23.190.250 100% 94,71% 

 

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang 
disediakan 

428 paket 72.763.800 428 paket 72.736.800 100% 99,96% 

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan 
yang disediakan 

7 paket 11.121.630 7 paket 11.088.800 100% 99,70% 

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan 

Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan 
perundang-undangan yang disediakan 

60 paket 9.540.000 60 paket 9.280.800 100% 97,28% 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD  

62 
laporan 

185.617.827 62 
laporan 

185.608.431 100% 99,99% 

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah dokumen penatausahaan arsip pada 
SKPD 

1 
dokumen 

2.999.200 1 
dokumen 

2.995.000 100% 99,86% 

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 

Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan sesuai kebutuhan 

100% 69.356.981 100% 68.500.000 100% 98,76% 

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan 

3 unit 69.356.981 3 unit 68.500.000 100% 98,76% 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase penyediaan jasa penunjang urusan 
sesuai standar 

100% 2.851.654.269 100% 2.818.884.341 

 

100% 98,85% 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 
dan Listrik 

Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, 
sumber daya air dan listrik yang disediakan 

12 
laporan 

341.842.779 12 
laporan 

329.818.157 100% 96,48% 



Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor yang disediakan 

75 
laporan 

2.509.811.490 75 
laporan 

2.489.066.184 100% 99,17% 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Persentase BMD yang terpelihara sesuai 
standart 

100% 150.940.880 100% 147.179.515 100% 97,51% 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau Lapangan 

Jumlah kendaraan dinas operasional atau 
lapanan yang dipelihara dan dibayarkan pajak 
dan perijinannya 

14 unit 86.920.480 14 unit 83.209.115 100% 95,73% 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang 
dipelihara 

5 unit 61.470.400 5 unit 61.470.400 100% 100% 

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya 
yang dipelihara/ direhabilitasi 

2 unit 2.550.000 2 unit 2.500.000 100% 98,04% 

 

 
 
 
 
 


